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P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Medan  yang  mengadili

perkara  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  pada  tingkat

pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh: 

1. ELIS WIDJAJA,  umur  69 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan Dokter, alamat: Jalan Palang Merah No. 114B, Kelurahan

Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi

Sumatera Utara, Pemegang NIK No. 127119680654000, selanjutnya

disebut Pemohon PKPU 1;

2. ESNARIA  BR  MARBUN,  umur  61  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun VII,

Komplek  Pardede,  Kabupaten  Deli  Serdang,  Provinsi  Sumatera

Utara Pemegang NIK No. 1207234510580001, selanjutnya disebut

Pemohon PKPU 2;

3. RENTAULI  HUTAPEA,  AMK,  umur 56  tahun,  Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl. Medan No.31,

Kelurahan Lubuk Pakam III,  Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten

Deli  Serdang,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1207286808660007, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 3;

4. ANITA  LUMBANRAJA,  umur  40  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kelurahan Mangga, Kecamatan

Medan  Tuntungan,  Kota  Medan,  Provinsi  Sumatera  Utara,

Pemegang  NIK  No.  1217055802830001,  selanjutnya  disebut

Pemohon PKPU 4;

5. ANNA NAIBAHO,  umur 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan  Mengurus  Rumah Tangga,  alamat:  Jl.  Pintu  Air  IV  GG

Inpres No. 6 LK XVII Medan, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan

Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang NIK

No. 1270005808810010, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 5;

6. ARIYANI GINTING, umur 51 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan  Wiraswasta,  alamat:  Dusun  III  Desa  Durin  Jangak,

Kelurahan Durian Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli

Serdang,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1207045603720001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 6;
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7. ARMETAWATI NAINGGOLAN,  umur 46 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Perawat, alamat: Jl. Pelajar No 159 Medan,

Kelurahan  Teladan  Timur,  Kecamatan  Medan  Kota,  Kota  Medan,

Provinsin Sumatera utara, Pemegang NIK No. 1271015803770003,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 7;

8. ARTA L NAIBAHO, umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan  Karyawan  Swasta,  alamat:  Jl.  Tangkul  No.  106  LK  X

Medan,  Kelurahan  Indra  Kasih,Kecamatan  Medan  Tembung,  Kota

Medan,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1271145707780005, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 8;

9. BERLIANA  F  MARPAUNG,  umur  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan Karyawan Swasta,  alamat:  Jl.  Sembada III

No. 31, Lk. XI,  Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera

Utara, Pemegang NIK No.  1271216002740002, selanjutnya disebut

Pemohon PKPU 9;

10. BUE RETNATRI PANJAITAN,  umur 55 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Perawat, alamat: Jl. Pintu Air GG Rel No. 17

G,  Kelurahan  Sitirejo  I,  Kecamatan   Medan  Kota,  Kota  Medan,

Provinsi  Sumatera Utara, Pemegang NIK No. 1271014203680006,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 10;

11. BUNGA TIUR SITUMORANG,  umur 49 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Perawat, alamat: Jl. Askele Barak Sibayak LK

IX,  Kelurahan  Pahlawan,  Kecamatan  Binjai  Utara,  Kota  Binjai,

Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK No. 1275046802740005,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 11;

12. CUT ULFIZA AINA, umur 47 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl. Coklat VII No 1-3 Medan,

Kelurahan  Mangga,  Kecamatan  Medan  Tuntungan,  Kota  Medan,

Provinsi  Sumatera  utara,  Pemegang NIK No.  1275045211750007,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 12;

13. DAME SIMANUNGKALIT, BSC, umur 54 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan Karyawan Swasta,  alamat:  Jl.  Pasar  I  GG

Muara Kasih LK I No 1, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan

Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK No.

1271036008670002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 13;

14. DAMERIA  SIAHAAN,  umur  46  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Perawat, alamat: Jl Sei Sibundong No 11-14,
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Kelurahan Sei Kambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,

Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK No. 1271195612760002,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 14;

15. DEWI  NURMALA SIAHAAN,  umur  42  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Jl. Mesjid

Taufik GG Tunggal No. 22, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan

Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK

No. 1207234309810006, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 15;

16. DIAN JUNIARTI MANURUNG,  umur 34 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl. Bunga Rampai

VI  GG  Haleluya  Medan,  Kelurahan  Simalingkar  B,  Kecamatan

Medan  Tuntungan,  Kota  Medan,  Provinsi  Sumateran  Utara,

Pemegang  NIK  No.  1271075106890007, selanjutnya  disebut

Pemohon PKPU 16;

17. DIAN  KARTIKA  DAULAY,  umur  34  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl. Sawojajar No

18,  Kelurahan  Perintis,  Kecamatan  Medan  Timur,  Kota  Medan,

Provinsi  Sumatera Utara, Pemegang NIK No. 1271204201890002,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 17;

18. DODI RIKI MANALU,  umur 32 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,

Pekerjaan Wiraswasta, alamat: Lj. Pembangunan GG Sejahtera 3 LK

VII,  Kelurahan  Helvetia  Timur,  Kecamatan  Medan  Helvetia,  Kota

Medan,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1271033010900001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 18;

19. DONNA ARENTA PUTRISARI PURBA,  umur 42 tahun, Jenis

Kelamin  Perempuan,  Pekerjaan  Karyawan  Swasta,  alamat:  Jl.

Seksama  GG Dame No  12,  Kelurahan  Binjai,  Kecamatan  Medan

Denai,  Kota Medan, Provinsi  Sumatera Utara, Pemegang NIK No.

1271046106810003, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 19;

20. EFERITA  BR  GINTING,  umur  42  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, alamat: Jl. Kemiri Raya No. 12,

Kelurahan  Perumnas  Simalingkar,  Kecamatan  Pancur  Batu,

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK

No. 1206046509810002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 20;

21. ELFINA  SIGALINGGING,  umur  43  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Kampung

Pon, Kelurahan Pon, Kecamatan Sei BamBan, Kabupaten Serdang
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Bedagai,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1207236205800007, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 21;

22. ELPRIDA SIALLAGAN, AMK,  umur 47 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan  Karyawan  Swasta,  alamat  :  Dusun  III  A

Selambo Jl. Perkusi No. 15, Kelurahan Amplas, Kecamatan Percut

Sei  Tuan,  Kabupaten  Deli  Serdang,  Provinsi  Sumateran  Utara,

Pemegang  NIK  No.  1207265206750009, selanjutnya  disebut

Pemohon PKPU 22;

23. ELLVIONITA,  umur  27  tahun,  Jenis  Kelamin  Perempuan,

Pekerjaan  Bidan,  alamat:  Lingk  II  Amal,  Kelurahan  Bela  Rakyat,

Kecamtan  Kuala,  Kabupaten  Langkat,  Provinsi  Sumatera  Utara,

Pemegang  NIK  No.  1205036106960004  selanjutnya  disebut

Pemohon PKPU 23;

24. ELSI  MANIK,  umur  44  tahun,  Jenis  Kelamin  Perempuan,

Pekerjaan  Karyawan  Swasta,  alamat:  Jl.  Darat  No.  33  Medan,

Kelurahan  Petisah  Hulu,  Kecamatan  Medan  Baru,  Kota  Medan,

Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK No.1271175610780004,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 24;

25. ENNAWATI  RUSMINA  PARDEDE,  umur  57  tahun,  Jenis

Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat:

Dusun IX Medan, Kelurahan Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung

Morawa,  Kabupaten  Deli  Serdang,  Provinsi  Sumateran  Utara,

Pemegang  NIK  No. 1207025012650016,  selanjutnya  disebut

Pemohon PKPU 25;

26. ERI JONAL PRATAMA TAMPUBOLON, umur 28 tahun, Jenis

Kelamin Laki-laki,  Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat:  Jl.  Dusun

Karya  Jaya,  Kelurahan  Balam Sempurna,  Kecamatan  Balai  Jaya,

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK

No. 1407050406950002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 26;

27. ERNI YUSNITA SIMATUPANG, umur 43 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl. Jamin Ginting

Gang Sedar No. 13, Kel.  Padang Bulan, Kecamatan Medan baru,

Kota  Medan,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1208174508790001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 27;

28. ESTER ULINA BR KARO, AMK, umur 54 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl, Cemara I GG

Dame  No  63,  Kelurahan  Pulo  Brayan  Baru,  Kecamatan  Medan
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Timur, Kota Medan, Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK No.

1271205709680007, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 28;

29. FITRI  ANDRIANI,  SE,  umur  46  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: GG Taufik DSN II,

Kelurahan  Tanjung  Selamat,  Kecamatan  Sunggal,  Kabupaten  Deli

Serdang,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1207236409760006, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 29;

30. FITRI MANURUNG, umur 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan Perawat,  alamat:  Dusun IV Jl.  TG Permai  Baru  No.  3,

Kelurahan  Tanjung  Gusta,  Kecamatan  Sunggal,  Kabupaten  Deli

Serdang,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1208095905880003, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 30;

31. FLORA MARNIKE BR SIRAIT,  umur 47 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Perawat, alamat : G Indah Dsn VI PAT-KP,

Kelurahan  Patumbak  Kapung,  Kecamatan  Patumbak,  Kabupaten

Deli  Serdang,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1207214508750001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 31;

32. FRISKA MARLINA, umur 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  alamat:  Jl.  Mentang VII  GG

Ikhlas  No.  46,  Kelurahan  Medan  Tenggara,  Kecamatan  Medan

Denai,  Kota Medan, Provinsi  Sumatera Utara, Pemegang NIK No.

1277025203880006, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 32;

33. HENDRAWATY MANURUNG,  umur 46 tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Perawat, alamat: Jl. Nilam 14 No.1 Perumnas

Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota

Medan,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1207276407760001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 33;

34. HENNI  NOVITA SINAMBELA,  A.Md,  umur  37  tahun,  Jenis

Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat:

Jl. Rawacangkuk No. 4, Kelurahan Tegal 5 Mandala III, Kecamatan

Medan Denai,  Kota Medan,  Provinsi  Sumateran Utara, Pemegang

NIK No. 1207265107850007, selanjutnya disebut  Pemohon PKPU

34;

35. HERTA  TUMIAR  SINAGA,  umur  45  tahun,  Pekerjaan

Karyawan Swasta, alamat: Jl.  Sering No. 67- A Medan, Kelurahan

Sidorejo,  Kecamatan  Medan  Tembung,  Kota  Medan,  Provinsin
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Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.  1271145611770003,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 35;

36. HOTMA HERVITA MISTIYANI,  umur 42 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl.  Karya Dame

GG Rukun No 8 A, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan

Barat, Kota Medan,  Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK No.

1271095808800002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 36;

37. HOTMA  MARPAUNG,  umur  50  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan  Mengurus  Rumah Tangga,  alamat:  Jl.  Teh

Raya No 28 P Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan

Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK

No. 1271076004730002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 37;

38. HOTMA  PASARIBU,  umur  tahun  51  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Dusun V-

A, Kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten

Deli  Serdang,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1207024312710005, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 38;

39. IDA UDUR ROTUA SINAGA,  umur 49 tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan Karyawan Swasta,  alamat:  Jl.  Lada Jaya I

No. 22, Kelurahan Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu,

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang NIK

No. 1207056204730002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 39;

40. INNEKE KUSUMAWATI LUMBAN GAOL, umur 51 tahu, Jenis

Kelamin Perempuan, Pekerjaan Perawat, alamat: Jl. Pintu Air IV LK

XIX,  Kelurahan  Kwala  Bekala,  Kecamatan  Medan  Johor,  Kota

Medan,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegan  NIK  No.

1271114606720003, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 40;

41. IRMA EKA SARI,  umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan Wiraswasta, alamat: Jl. Sering No 27, Kelurahan Sidorejo,

Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

Pemegang  NIK  No.  1207285610760001,  selanjutnya  disebut

Pemohon PKPU 41;

42. ITA  CHRISTINA  GINTING,  umur  31  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat:  Jln. Merga Silima,

Kelurahan  Tigalingga,  Kecamatan  Tigalingga,  Kabupaten  Dairi,

Provinsi  Sumatera Utara, Pemegang NIK No. 1211126412910002,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 42;
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43. ITAMAYARNI  SIPAYUNG,  umur  41  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  alamat:  Jl.

Perbaungan  Pasar Serong, Kelurahan Ujung Labuhan, Kecamatan

Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumateran Utara,

Pemegang  NIK  No.  1207066002820005,  selanjutnya  disebut

Pemohon PKPU 43;

44. JOHANES GINTING,  umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,

Pekerjaan  Wiraswasta,  alamat:  Bandar  Meriah,  Kelurahan  Pekan

Sawah,  Kecamatan  Sei  Bingei,  Kabupaten  Langkat,  Provinsi

Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.  1205042807870001,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 44;

45. JOJOR PARDEDE, umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan  Mengurus  Rumah Tangga,  alamat:  Dusun  VII  Komplek

Pardede,  Kelurahan  Purwodadi,  Kecamatan  Sunggal,  Kabupaten

Deli  Serdang,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1207236910690002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 45;

46. JULIA BERITANA BR  GURUSINGA,  umur  54  tahun,  Jenis

Kelamin  Perempuan,  Pekerjaan  Karyawan  Swasta,  alamat:  Jl.

Dewantara  Dusun  V,  Kelurahan  Hulu,  Kecamatan  Pancur  Batu,

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK

No. 1207056807680002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 46;

47. JULIANA MAGRANI SITEPU,  umur 46 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Bidan, alamat:  Kelurahan Pagar Merbau II,

Kecamatan  Pagar  Merbau,  Kabupaten  Deli  Serdang,  Provinsi

Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.  1207315107760001,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 47;

48. JULISTINA  HARAHAP,  umur  45  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl. Gurilla No 37

B, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota

Medan,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1271186007770002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 48;

49. JUNI AGATHA MANULLANG,  umur 38 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Jl. Pelajar

No  124,  Kelurahan  Teladan  Timur,  Kecamatan  Medan  Kota,  Kota

Medan,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.

127114406940004, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 49;
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50. JUNIAR  MAGDALENA  SIANIPAR,  umur  53  tahun,  Jenis

Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat:

Komp Barakuda Blok KK No 11 LK XVI, Kelurahan Tanjung Mulia

Hilir,  Kecamatan  Medan  Deli,  Kota  Medan,  Provinsi  Sumateran

Utara, Pemegang NIK No. 1271065706690001, selanjutnya disebut

Pemohon PKPU 50;

51. KASTUTI PURBA, umur 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat: Dusun Adiankoting, Kelurahan

Maju,  Kecamatan  Siempat  Nempu,  Kabupaten  Dairi,  Provinsi

Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No. 1211045811930001,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 51;

52. KRISMAN PAKPAHAN,  umur  39  tahun,  Jenis  Kelamin  Laki-

laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat: Dusun VI Jl. Mesjid Gg. Akasia,

Kelurahan  Purwodadi,  Kecamatan  Sunggal,  Kota  Medan,  Provinsi

Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No. 1271070812840003,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 52;

53. LASMATIO  SITUMORANG,  umur  49  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Perawat, alamat: Jl. Muhammadiyah LK VI,

Kelurahan  Galang  Kota,  Kecamatan  Galang,  Kabupaten  Deli

Serdang,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1207195211730001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 53;

54. LASMIAN  SIHOMBING,  umur  38  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan  Wiraswasta,  alamat:  Siraja  Deang  Toruan,

Kelurahan Ompu Raja Toruan, Kecamatan Laguboti, Provinsi Toba

Samosir,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1211126411840002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 54;

55. LENTINA BR NAINGGOLAN,  umur 57 tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  alamat:  Jl.

Harapan  Maju  Dusun-IV  Desa  Baru,  Kelurahan  Baru,  Kecamatan

Pancur  Batu,  Kabupaten Deli  Serdang, Provinsi  Sumateran Utara,

Pemegang  NIK  No.  1207056311650001,  selanjutnya  disebut

Pemohon PKPU 55;

56. LESMAWAR LUMBANRAJA,  umur  36  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl, Kapten Muslim

GG. Sehati No. 37 B, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan

Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang NIK No.

1217054710860001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 56;
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57. LILIS SIANIPAR,  umur 40 tahun,  Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan  Perawar,  Kelurahan  Purwodadi,  Kecamatan  Sunggal,

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang NIK

No. 1202126707820001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 57;

58. LINDA  SYARIFAH  SIBAGARIANG,  umur  55  tahun,  Jenis

Kelamin  Perempuan,  Pekerjaan Perawat,  alamat:  Jl.  Mawar V LK

XVIII NO. 55 BLK XI Perumnas Helvetia, Kelurahan Helvetia Tengah,

Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ,

Pemegang  NIK  No.  1271115707670007,  selanjutnya  disebut

Pemohon PKPU 58;

59. LISBET, umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan

Perawat,  alamat:  JL.  Terubuk LK VI  Belawan,  Kelurahan Belawan

Bahagia,  Kecamatan  Medan  Belawan,  Kota  Medan,  Provinsi

Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.  1207234207820003,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 59;

60. MARIATI TOBING, umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan Perawat, alamat: Jl. Parongil No 317 Dusun V, Kelurahan

Huta  Rakyat,  Kecamatan  Sidikalang,  Kabupaten  Dairi,   Provinsi

Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.  1209204110690008,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 60;

61. MASTON  NAINGGOLAN,  S.Kep,  umur  46  tahun,  Jenis

Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl. B Wijaya

Kesuma IV No 5 C Medan, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan

Medan  Selayang,  Kota  Medan,  Provinsi  Sumateran  Utara,

Pemegang  NIK  No.  1271213107760004,  selanjutnya  disebut

Pemohon PKPU 61;

62. MEI  LINDA NAINGGOLAN,  umur  35  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  alamat: Dusun III

Perum  Taman  Sekata  Indah  Blok  A No.  3,  Kelurahan  Sei  Beras

Sekara,  Kecamatan  Sunggal,  Kabupaten  Deli  Serdang,  Provinsi

Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.  1271074105880005,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 62;

63. MELVA GANDAYANI BR MANJORANG, umur 41 tahun, Jenis

Kelamin  Perempuan,  Pekerjaan  Perawat,  alamat:  Dusun  I  Desa

Sibolangit,  Kelurahan Sibolangit,  Kecamatan Sibolangit,  Kabupaten

Deli  Serdang,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1207034705820004, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 63;
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64. MERY  CHRISMAS  BR  SIREGAR,  umur  30  tahun,  Jenis

Kelamin Perempuan,  Pekerjaan Karyawan Swasta,  alamat:  Dusun

VII  Komp.  Pardede,  Kelurahan  Purwodadi,  Kecamatan  Sunggal,

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang NIK

No. 1207236412830010, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 64;

65. MIDA SIREGAR,  umur 59 tahun,  Jenis  Kelamin Perempuan,

Pekerjaan  Mengurus  Rumah Tangga,  alamat:  Dusun  VII  Komplek

Pardede  Kls.  II,  Kelurahan  Purwodadi,  Kecamatan  Sunggal,

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang NIK

No. 1207236707640012, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 65;

66. MUHSIN A. PADANG, umur 32 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,

Pekerjaan  Wiraswasta,  alamat:  Jl.  Terusan  Dusun  II  GG.  Setia,

Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Setia Tuan, Kabupaten

Deli  Serdang,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1211022909900004, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 66;

67. MULIONO,  umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Wiraswasta,  alamat: Seksama GG Famili  No. 5, Kelurahan Binjai,

Kecamatan  Medan  Denai,  Kota  Medan,  Provinsi  Sumatera  Utara,

Pemegang  NIK  No.  12710430007830003,  selanjutnya  disebut

Pemohon PKPU 67;

68. NAISAH  ASI  SABAR  SIAHAAN,   umur  42  tahun,  Jenis

Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jln. Tali

Air No. 6 Medan, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan,

Kota  Medan,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1271056805810001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 68;

69. NORAWINDA  SIAHAAN,  umur  37  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan Perawat,  alamat:  Jl.  Kawat III  No 68 L LK

XXII,  Kelurahan Tanjung Mulia  Hilir,  Kecamatan Medan Deli,  Kota

Medan,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1271064205860002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 69;

70. NORITA RUSMIATI SIMANGUNSONG,  umur 47 tahun, Jenis

Kelamin Perempuan, Pekerjaan Perawat, alamat: Jl. Pintu Air G Rel

17 E,  Kelurahan Setirejo  I,  Kecamatan Medan kota,  Kota Medan,

Provinsi  Sumatera Utara, Pemegang NIK No. 1271015408750006,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 70;

71. NOVIDA  GINTING  ST,  umur  57  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Mesjid Syuhada
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18 PBulan LK 2, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang,

Kota  Medan,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1271216211670001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 71; 

72. NOVITA  KRISTIANI  DUHA,  AMK,  umur  32  tahun,  Jenis

Kelamin  Perempuan,  Pekerjaan  Perawat,  alamat:  Jl.Asrama  GG.

Bersama  No.  12-A LK  IV,  Kelurahan  Pulo  Brayan  Bengkel  Baru,

Kecamatan Medan Timur,  Kota Medan, Provinsi  Sumateran Utara,

Pemegang  NIK  No.  1207045711890002,  selanjutnya  disebut

Pemohon PKPU 72;

73. NOVITA  SARI,  umur  29  tahun,  Jenis  Kelamin  Perempuan,

Pekerjaan  Pelajar  Mahasiswa,  alamat:  Perjuangan   No.  22,

Kelurahan  Pekan  Ranjung  Pura,  Kecamatan  Tanjung  Pura,

Kabupaten Langkat,  Provinsi  Sumatera  utara,  Pemegang NIK No.

1205114911930001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 73;

74. NUR  SITEPU,  umur  56  tahun,  Jenis  Kelamin  Perempuan,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Jl. Platina I G Pisang

LK XIV, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan,

Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK No. 1271064709660006,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 74;

75. NURHETTI  MONIKA  LUMBAN  TORUAN,  umur  47  tahun,

Jenis  Kelamin  Perempuan,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,

alamat:  Dusun  XII  Sei  Semayang,  Kelurahan  Sei  Semayang,

Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi,  Sumateran

Utara, Pemegang NIK No. 1216054112750006, selanjutnya disebut

Pemohon PKPU 75;

76. NURMALA,  umur  53  tahun,  Jenis  Kelamin  Perempuan,

Pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  alamat:  Jl.  Jawa  GG  Balai

Desa LK. VI No. 23, Kelurahan Sei Kambing II, Kecamatan Medan

Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK No.

1271035702700002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 76;

77. NURMAWANI  HUTABARAT,  umur  52  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  alamat:  Jl.

Tangkul No. 198 D LK VII Medan, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan

Medan  Tembung,  Kota  Medan,  Provinsi  Sumateran  Utara,

Pemegang  NIK  No.  1271145612710002,  selanjutnya  disebut

Pemohon PKPU 77;
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78. PERTINA  BR  MANALU,  umur  50  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Dusun VII

Jl. P. Bakung, Kelurahan Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal,

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang NIK

No. 1207235703730002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 78;

79. PURNAMA  SINTONG,  umur  42  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Dusun II  Telaga

Sari,  Kelurahan Telaga Sari,  Kecamatan Sunggal,  Kabupaten Deli

Serdang,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1218025910750001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 79;

80. RAMSES TUA TUMANGGOR,  umur 44 tahun, Jenis Kelamin

Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat: Jl. Swadaya LK-X Medan,

Kelurahan  Harjosari,  Kecamatan  Medan  Amplas,  Kota  Medan,

Provinsi  Sumatera Utara, Pemegang NIK No. 1271090102780005,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 80;

81. RATNA DENNY  SAMOSIR,  umur  43  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl. Pintu Air IV GG

Garuno  30  LK  XX  Medan,  Kelurahan  Kwala  Bekala,  Kecamatan

Medan Johor,  Kota  Medan,  Provinsi  Sumateran Utara,  Pemegang

NIK No. 1271114206800010, selanjutnya disebut  Pemohon PKPU

81;

82. RENTA JULIANA SIANTURI,  umur  40 tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, alamat: Aspol Jl. HM Joni Blok P

No  9,  Kelurahan  Binjai,  Kecamatan  Medan  Denai,  Kota  Binjai,

Provinsi  Sumatera Utara, Pemegang NIK No. 1271044606830007,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 82;

83. REVINA  BR  MANURUNG,  umur  54  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan  Karyawan  Swasta,  alamat:  Dusun  VII

Komplek  Pardede,  Kelurahan  Purwodadi,  Kecamatan  Sunggal,

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang NIK

No.1207234110680005, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 83;

84. RIALINTAN  SITUMORANG,  umur  54  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, alamat: Jl. Pelopor GG Nauli No

3 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota

Medan,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1271015610680002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 84;
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85. RIDHO  HUTAURUK,  umur  60  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan  Karyawan  Swasta,  alamat:  Dusun  VII

Komplek  Pardede,  Kelurahan  Purwodadi,  Kecamatan  Sunggal,

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK

No. 1207236208620001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 85;

86. RIKA  AFRIANI  HARAHAP,  umur  40  tahun,  Pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  alamat:  Jl.  Plamboyan  Raya  Lingk  III,

Kelurahan  Tanjung  Selamat,  Kecamatan  Medan  Tuntungan,  Kota

Medan,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1271076004830002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 86;

87. RINAULI  SARAGIH,  umur  46  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Perawat, alamat: Jl. Tangkul No. 66 Medan,

Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Tembung, Kota Medan, Provinsi

Sumatera,  Pemegang  NIK  No.  1271144407760002,  selanjutnya

disebut Pemohon PKPU 87;

88. RINAWATI  BR  SINAGA,  umur  39  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl. Raya Menteng

Gg Mangga II No. 23-A, Kelurahan Binjau, Kecamatan Medan Denai,

Kota  Medan,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1271046912830010, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 88;

89. RIO HENDRA SIAHAAN,  umur 28 tahun, Jenis Kelamin Laki-

laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat: Jl. Pelajar, Kelurahan Minalang

Bagasan,  Kecamatan  Balige,  Kabupaten  Toba  Samosir,  Provinsi

Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.  1212011611940001,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 89;

90. RISMA AGUSTINA SIREGAR,  umur 50 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl. B W Kesuma

GG  W  Kesuma  XXIV  Medan,  Kelurahan  PB  SELAYANG  II,

Kecamatan  Medan  Selayang,  Kota  Medan,  Provinsi  Sumateran

Utara, Pemegang NIK No. 1271215008720004, selanjutnya disebut

Pemohon PKPU 90;

91. ROMY  CHANDRA  HUTAGALUNG,  umur  48  tahun,  Jenis

Kelamin Laki-laki,  Pekerjaan Karyawan Swasta,  alamat:  Jl.  Bunga

Pariama I, Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan,

Kota  Medan,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK

No.1271072712740002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 91;
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92. ROS FRISDA SAGALA, AMK,  umur 41 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl. Swadaya GG

Musyawara No. 73, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal,

Kota  Medan,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1207216906810001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 92;

93. ROSMAWATI  SIANIPAR,  umur  54  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan  Karyawan  Swasta,  alamat:  Dusun  VII

Komplek  Pardede,  Kelurahan  Purwodadi,  Kecamatan  Sunggal,

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang NIK

No. 1207235511680002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 93;

94. ROSTALINA BR  PERANGIN-ANGIN,  umur  56  tahun,  Jenis

Kelamin  Perempuan,  Pekerjaan  Karyawan  Swasta,  alamat  :  Jl.

Parang I No. 21 LK XV Medan, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan

Medan Johor,  Kota  Medan,  Provinsin  Sumatera Utara,  Pemegang

NIK No. 1271114406670002, selanjutnya disebut  Pemohon PKPU

94;

95. SANTI  NURCAHYANI,  umur  52  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Jl. Karya

Perbatasan No 44, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia,

Kota  Medan,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1271164806710002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 95;

96. SARIAMI SIBORO, umur 51 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl. Flamboyan Raya GG. Sejati

LK-III,  Kelurahan Ranjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan,

Kota  Medan,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK

No.1271077005720002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 96;

97. SHUTRIN  LESTARI  PANJAITAN,  umur  29  tahun,  Jenis

Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat:

Jl. Tempua No. 84, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan

Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Pemegang NIK No.

1272017010930002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 97;

98. SIMON MIDUK SIAHAAN, umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki-

laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl. Bunga Teratai No. 17

LK. II  A, Kelurahan PB Selayang II,  Kecamatan Medan Selayang,

Kota  Medan,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1207231410860004, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 98;
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99. SRI  DARYANTI  SIMAMORA,  A.Ma.F,  umur  35  tahun,  Jenis

Kelamin  Perempuan,  Pekerjaan  Wiraswasta,  alamat:  Jl.  Cemara,

Kelurahan PB Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,

Provinsi  Sumatera Utara, Pemegang NIK No. 1271066510870001,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 99;

100. SRI  LESTARI,  umur  33  tahunm  Jenis  Kelamin  Perempuan,

Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Dusun X Raya Jl. Sederhana,

Kelurahan Sambirejo Timur,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten

Deli  Serdang,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK

No.1207267006900003, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 100;

101. SRI  ULINA,  umur  45  tahun,  Jenis  Kelamin  Perempuan,

Pekerjaan  Perawat,  alamat:  Jl.  Kapas  a  No  13  P  Simalingkar,

Kelurahan  Mangga,  Kecamatan  Medan  Tuntungan,  Kota  Medan,

Provinsi  Sumatera Utara, Pemegang NIK No. 1271075203760003,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 101;

102. SUARDI SIAGIAN,  umur 50 tahun,  Jenisn Kelamin Laki-laki,

Pekerjaan Sopir, alamat: Perum Setia Kota Melati Dsn X, Kelurahan

Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,

Provinsi  Sumatera Utara, Pemegang NIK No. 1207263012630031,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 102;

103. SUSANTO, umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Karyawan Swasta,  alamat:  Jl.  SM. Raja I  No.  15 LK II  Kelurahan

Mangka,  Kecamatan  Binjai  Utara,  Kota  Binjai,  Provinsi  Sumatera

Utara, Pemegang NIK No. 1275012709700003, selanjutnya disebut

Pemohon PKPU 103;

104. SUWANTI SASTI SIDEBANG,  umur 44 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan Wiraswasta,  alamat:  Jl.  Sei  Alas  No 25 A

Medan, Kelurahan Babura Segunggal, Kecamatan Medan Sunggal,

Kota  Medan,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Pemegang  NIK

No.1271026412780006, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 104;

105. TAN BIE  LIN  MAGDALENA,  umur  56  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, alamat: Asrama Polsekta Sunggal, Kelurahan Sunggal,

Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsin Sumatera Utara,

Pemegang  NIK  No.  1271025202670003,  selanjutnya  disebut

Pemohon PKPU 105;

106. THERESIA VERONIKA LUMBAN TORUAN,  umur  27 tahun,

Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat: Jl.
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Budi  Utomo  No  103  LK  XII  Medan,  Kelurahan  Indra  Kasih,

Kecamatan  Medan  Tembung,  Kota  Medan,  Provinsi  Sumateran

Utara, Pemegang NIK No. 1271145101950005, selanjutnya disebut

Pemohon PKPU 106;

107. TIARASI NAINGGOLAN AMK,  umur 50 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl. Pintu Air G. Rel

No. 50 Medan, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota

Medan,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK

No.1271016904730002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 107;

108. TINA MAGDALENA TAMPUBOLON,  umur  44  tahun,  Jenis

Kelamin Perempuan,  Pekerjaan Karyawan Swasta,  alamat:  Jl.  Sei

Batuan  No  23,  Kelurahan  Babura  Sunggal,  Kecamatan  Medan

Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang NIK No.

1271025307780002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 108;

109. TIORISMA  SIMAMORA,  umur  52  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  alamat:  Jl.

Pancing  II  No.  60  Lingk  V,  Kelurahan  Besar,  Kecamatan  Medan

Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang NIK No.

1271136606700002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 109;

110. WASTI MAHULAE, umur 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan Wiraswasta, alamat: Jl. Pembangunan No 246 B LK XV,

Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,

Provinsi  Sumatera Utara, Pemegang NIK No. 1271024808800007,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 110;

111. YAN  SANTE  DAMANIK,  umur  55  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Dusun VII

Komplek  Pardede  No.  16,  Kelurahan  Purwodadi,  Kecamatan

Sunggal,  Kabupaten  Deli  Serdang,  Provinsi  Sumateran  Utara,

Pemegang  NIK  No.  1207234701670007,  selanjutnya  disebut

Pemohon PKPU 111;

112. YUSNETTY,  umur  55  tahun,  Jenis  Kelamin  Perempuan,

Pekerjaan Karyawan Swasta,  alamat:  Dusun IV  Jl.  Setia  Bangun,

Kelurahan  Sunggal  Kanan,  Kecamatan  Sunggal,  Kabupaten  Deli

Serdang,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1207236805670001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 112;

113. CHRISTINA  GIOVANI,  umur  33  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan  Perawat,  alamat:  Jln.  AR  HAKIM  GG.
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Pendidikan  No.  72,  Kelurahan,  Pasar  Merah  Timur,  Kecamatan

Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK

No. 1271104102900003, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 113;

114. DEMAK SERLY AGUSTINA BR TOGATOROP, umur 42 tahun,

Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl.

Kubah GG Dame No 6, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan

Johor, Kota Medan, Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK No.

3275024308810028, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 114;

115. ELPISUKAESIH SILAEN, A.Md, umur 40 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Perawat, alamat: Jl. Srikandi GG Swadaya III

No. 11, Kelurahan Tegal  S Mandala III,  Kecamatan Medan Denai,

Kota  Medan,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1271045705830007, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 115;

116. ENDANG  PANJAITAN,  umur  31  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan  Mahasiswa/Mahasiswa,  alamat:  Jl.

Sisingamangaraja  No.22,  Kelurahan  Huta  Namora,  Kecamatan

Silaen,  Kabupaten  Toba  Samosir,  Provinsi  Sumateran  Utara,

Pemegang  NIK  No.  1212035503920002,  selanjutnya  disebut

Pemohon PKPU 116;

117. FLORANTA  BR  GINTING,  umur  30  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat: Jl. Bunga Melati

No.79 LK. III Medan, Kelurahan Kemenagan Tani, Kecamatan Medan

Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK

No. 1271074301930001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 117;

118. INDAH EVIONA BATU BARA,  umur 35 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Dusun IV

Timur Jl.  Pemasyarakatan Gang Cema, Kelurahan Tanjung Gusta,

Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumateran

Utara, Pemegang NIK No. 1205134509870001, selanjutnya disebut

Pemohon PKPU 118;

119. LINA PARDEDE,  umur 31 tahun,  Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  alamat:  Dusun  X  Jl.

Flamboyan, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten

Deli  Serdang,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1271094601820008, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 119;

120. NOVA AFRIANITA SIDAURUK, umur 33 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan  Wiraswasta,  alamat:  Jl.  Bunga  Terompet
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Perumahan  Sejahtera  Indah  Blok  N  49,  Kelurahan  Simpang

Selayang,  Kecamatan  Medan  Tuntungan,  Kota  Medan,  Provinsi

Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.  1271074904890002,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 120;

121. RENI ROULINA NAINGGOLAN, umur 36 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan Karyawan Swasta,  alamat:  Complek  PJKA

LK  V,  Kelurahan  Cinta  Damai,  Kecamatan  Medan  Helvetia,  Kota

Medan,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1271035202860002, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 121;

122. RIKA  SENDI  SIREGAR,  umur  31  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  alamat:

Perumahan Taman Sekata Indah Blok F 04, Kelurahan Sei  Beras

Sekata,  Kecamatan  Sunggal,  Kabupaten  Deli  Serdang,  Provinsi

Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.  1203044906910001,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 122;

123. SAIDA  TAMPUBOLON,  umur  35  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan  Belum/Tidak  Bekerja,  alamat:  Jl.  Bunga

Sakura, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan,

Kota  Medan,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1271045403880009, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 123;

124. SARI  MAULINA  PURBA,  umur  32  tahun,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Pekerjaan Karyawan Swasta,  alamat:  Jl.  Pasar  I  GG

Karya  No.  6  Lingkungan  I,  Kelurahan  Cinta  Damai,  Kecamatan

Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumateran Utara, Pemegang

NIK No. 1271035410890003, selanjutnya disebut  Pemohon PKPU

124;

125. SUSI YANTI LUMBANTORUAN, umur 33 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat: Paniara,

Kelurahan Paniara, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli

Utara,  Provinsi  Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.

1202104612890001, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 125;

126. TAGON  MAULI  YANTI  GULTOM,  umur  45  tahun,  Jenis

Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Jl. Kopi

12  No  15  Perumnas,  Kelurahan  Mangga,  Kecamatan  Medan

Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumateran Utara, Pemegang NIK

No. 1271075002780006, selanjutnya disebut Pemohon PKPU 126;
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127. TIUR SILABAN,  umur  34  tahun,  Jenis  Kelamin  Perempuan,

Pekerjaan  Bidan,  alamat:  Dusun  Bakti,  Kelurahan  Sriwijaya,

Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi

Aceh, Pemegang NIK No. 1116056811880003, selanjutnya disebut

Pemohon PKPU 127;

128. TUMBUR OJAK JONSON PARNINGOTAN SIRAIT,  umur 35

tahun,  Jenis  Kelamin  Laki-laki,  Pekerjaan  Wiraswasta,  alamat:

Gambir  Baru  Duta  Emas  Indah  12,  Kelurahan  Gambir  Baru,

Kecamatan  Kota  Kisaran  Timur,  Kabupaten  Asahan,  Provinsi

Sumateran  Utara,  Pemegang  NIK  No.  1220030305880002,

selanjutnya disebut Pemohon PKPU 128; 

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Gorata Paltie S.

O.  Sinaga,  S.H.,  M.H.  dan  kawan-kawan  Advokat  pada  LAW  FIRM –

GORATA PALTIE & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sei Bilah No. 54-

B,  Kelurahan  Babura,  Kecamatan  Medan  Sunggal,  Kota  Medan

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023;

Terhadap  

YAYASAN  TUMPAL  DORIANUS  PARDEDE  semula  YAYASAN  T.D

PARDEDE, atau dikenal juga YAYASAN T. D PARDEDE GROUP, qq.

RUMAH SAKIT UMUM HERNA, berkedudukan di Jalan Bantam, No. 21,

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Diana Siagian

selaku  Plh.  Ketua  Yayasan  Tumpal  Dorianus  Pardede,  dalam  hal  ini

memberikan kuasa kepada  Hana Nelsri Kaban, S.H., M.H. dan Eriksoni

Purba,  SH  Advokat  pada  Kantor  Hukum  Hana  Kaban  &  Partners

berdasarkan surat  kuasa khusus tanggal  11 Agustus 2023,  selanjutnya

disebut Termohon PKPU;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Para  Pemohon  PKPU  dengan  surat

permohonannya  tanggal  15  Mei  2023 yang  diterima  dan  didaftarkan  di

Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Mei

2023 di  bawah  register  Nomor  20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga  Mdn,  telah

mengajukan  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang

sebagaimana dalam permohonan PKPU a quo;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada

Pengadilan  Negeri  Medan  perkara  Nomor  20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN  Niaga

Mdn, tanggal 5 Juni 2023 telah diberikan PKPU Sementara selama 45 (empat

puluh lima) hari;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Niaga  pada

Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN  Niaga  Mdn

tanggal 20 Juli 2023 telah diberikan PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Niaga  pada

Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN  Niaga  Mdn

tanggal 21 Agustus 2023 telah diberikan perpanjangan PKPU Tetap selama 20

(dua puluh) hari;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Niaga  pada

Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor  20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN  Niaga  Mdn

tanggal 11 September 2023 telah diberikan perpanjangan PKPU Tetap selama

20 (dua puluh) hari;

Menimbang,  bahwa  telah  membaca  dan  mempelajari  Laporan  dan

rekomendasi  tertulis  dari  Hakim  Pengawas  tertanggal  29  September  2023

dalam  proses  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Yayasan  Tumpal

Dorianus Pardede semula Yayasan T.D Pardede, atau dikenal juga Yayasan T.D

Pardede Group,  qq.  Rumah Sakit  Umum Herna (Dalam PKPU) Tetap,  yang

pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Hakim  Pengawas  telah  menerima  surat  dari  Tim  Pengurus

dengan referensi surat Nomor: 010/PKPU/LPN-10/TP-TDP/IX/2023, perihal:

Laporan  X  (Kesepuluh)  Pelaksanaan  Tugas  Tim  Pengurus  Yayasan

Tumpal Dorianus Pardede semula Yayasan T.D. Pardede atau juga dikenal

Yayasan  T.D.  Pardede  Group  qq.  Rumah  Sakit  Umum  Herna (Dalam

PKPU  Tetap)  Dengan  Agenda  Pembahasan  dan  Pemungutan  Suara

Terhadap Rencana Perdamaian yang pada intinya menyampaikan sebagai

berikut: 

1) Hakim Pengawas membuka Rapat Kreditor pukul 11.00 WIB;

2) Bahwa  Hakim  Pengawas  meminta  Tim  Pengurus

menyampaikan  laporannya  terhadap  kepengurusan  Yayasan  Tumpal

Dorianus Pardede (Dalam PKPU), dan Tim Pengurus menyatakan bahwa

tidak ada yang ingin disampaikan dalam Rapat Kreditor;

3) Selanjutnya,  Hakim  Pengawas  memberikan  kesempatan

kepada  Para  Kreditor  melalui  Kuasa  Hukumnya  untuk  memberikan

tanggapan terhadap Rencana Perdamaian di dalam Rapat Kreditor;
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4) Bahwa  Kuasa  Hukum  Kreditor  Pemohon  atas  nama  Gorata

Paltie,  S.H.,  M.H.,  menyatakan  terhadap  Rencana  Perdamaian  agar

dinaikkan  penawaran  atas  tagihan  Preferen  sebesar  10%  (sepuluh

persen)  oleh  Debitor,  serta  meminta  perpanjangan  untuk  Rencana

Perdamaian yang baru;

5) Kuasa Hukum Kreditor Lain atas nama Gindo Nadapdap, S.H.,

M.H., menyatakan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa masih ada yang diabaikan oleh Debitor atas permintaan

Para Kreditor di dalam Rencana Perdamaian, yaitu mengenai Grace

Period, agar dihilangkan dalam Rencana Perdamaian atau dipercepat

dengan pertimbangan bahwasannya Para Kreditor sudah menunggu

terlalu  lama dan mengingat  banyak kebutuhan mendekati  hari  raya

natal dan tahun baru;

2. Dalam Rencana Perdamaian dinyatakan bahwa Debitor telah

mendapatkan  investor,  investasi  akan  terjadi  apabila  ada

kesepakatan  dengan  Kreditor  sehingga  pembayaran  harusnya

diperbaiki  dan  dibayarkan  sekaligus,  tidak  seperti  yang  tercantum

dalam  Rencana  Perdamaian  yaitu  50%  (lima  puluh  persen)  pada

tanggal 31 Oktober 2023 dan 50% (lima puluh persen) pada tanggal

20 Desember 2023;

3. Bahwa  terhadap  permintaan  diskon  (haircut)  oleh  Debitor

PKPU, Para Kreditor menyatakan terhadap tagihan Konkuren tidak

diberikan diskon dan terhadap tagihan Preferen sebesar 50% (lima

puluh persen);

6) Kuasa Hukum Kreditor  Lain  atas  nama Agam Sandan,  S.H.,

menyampaikan  sepakat  dengan  Kuasa  Hukum  Para  Kreditor  yang

sebelumnya  telah  menyampaikan  tanggapan,  namun  ada  tambahan

yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa  dalam  pertemuan  antara  ahli  waris  dengan  Para

Kreditor telah mendapatkan titik temu dan kesepakatan, dan Rencana

Perdamaian ini tidak seperti kesepakatan dalam pertemuan tersebut;

2. Bahwa tagihan Konkuren dibayarkan sepenuhnya dan terhadap

tagihan  Preferen  bisa  dinegosiasikan  pemberian  diskon  (haircut)

semaksimal mungkin;
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3. Bahwa  agar  terhadap  3  (tiga)  Kreditor  yang  baru  diputus

Pengadilan  Hubungan  Industrial  agar  dimasukkan  dalam  Rencana

Perdamaian;

7) Selanjutnya  Hakim  Pengawas  menanggapi  tanggapan  para

Kuasa  Hukum  Kreditor  dengan  menyatakan  bahwa  melihat  para

Kreditor ada keinginan diselesaikan secara baik dan ada perdamaian

yang  disepakati.  Hakim  Pengawas  memberikan  kesempatan  kepada

Debitor PKPU untuk memberikan tanggapannya;

8) Debitor PKPU melalui  Kuasa Hukum nya atas nama Eriksoni

Purba S.H.,menyatakan bahwa setelah berdiskusi dengan principalnya,

ada perubahan Rencana Perdamaian yang akan disampaikan hari ini

yang cukup signifikan antara lain Grace Period dihapuskan dan skema

pembayaran terjadi 2x (dua kali) yaitu 50% (lima puluh persen) pada

akhir Oktober dan 50% (lima puluh persen) sisanya paling lama di bulan

Desember 2023;

9) Menanggapi  pernyataan  Debitor  PKPU,  Hakim  Pengawas

menyatakan  bahwa  hari  ini  adalah  Rapat  Kreditor  dengan  agenda

Pembahasan  Rencana  Perdamaian  dan  Pemungutan  Suara,  namun

adanya  Rencana  Perdamaian  yang  baru,  hal  ini  tidak  mungkin

dikesampingkan, sehingga Hakim Pengawas memberikan kesempatan

kepada Debitor untuk menyerahkan Rencana Perdamaian yang baru

dan  kesempatan  kepada  Para  Kreditor  untuk  membahas  Rencana

Perdamaian tersebut, dan Rapat Kreditor untuk sementara diskor dan

dibuka kembali pukul 16.00 WIB;

10) Rapat  Kreditor  dibuka  kembali  pukul  16.00  WIB  oleh  Hakim

Pengawas;

11) Hakim  Pengawas  memanggil  para  pihak  dan  menjelaskan

bahwa terhadap Rencana Perdamaian yang telah diserahkan, meminta

kepada  Debitor  untuk  melakukan  pembaharuan  terhadap  Rencana

Perdamaian  tersebut,  dengan  alasan  bahwa  rencana  pembayaran

terhadap  tagihan  yang  tidak  termuat  di  dalam  Daftar  Tagihan  dan

Jumlah  Suara  Kreditor  berdasarkan  Penetapan  Hakim  Pengawas

tanggal 10 Agustus 2023 agar dikeluarkan dari Rencana Perdamaian,

dan meminta kepada Debitor untuk melakukan perjanjian permbayaran

diluar proses PKPU;

12) Terhadap  hal  tersebut  Debitor  melakukan  pembaharuan

terhadap  Rencana  Perdamaian  dan  Hakim  Pengawas  menyatakan

Halaman 22 dari 62 Putusan PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rapat  kreditor  diskor  hingga  Debitor  PKPU  menyelesaikan

pembaharuan atas Rencana Perdamaian;

13) Rapat  Kreditor  dibuka  kembali  pukul  17.50  WIB  oleh  Hakim

Pengawas;

14) Selanjutnya Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada

Para  Kreditor  untuk  menanggapi  Rencana  Perdamaian  yang  telah

diserahkan;

15) Kuasa Hukum Pemohon atas nama Gorata Paltie, S.H., M.H.,

menyatakan  bahwa  berharap  agar  proses  PKPU  ini  diberikan

perpanjangan waktu, menimbang bahwa telah diberikan pada hari ini

Rencana Perdamaian yang baru pada hari ini, sehingga Kuasa Hukum

Pemohon  membutuhkan  waktu  untuk  berdiskusi  dengan  karyawan-

karyawan lainnya mengingat waktu proses PKPU belum melewati 270

hari (dua ratus tujuh puluh), dan pemberian Rencana Perdamaian ini

terkesan terburu-buru;

16) Kuasa Hukum Kreditor atas nama Gindo Nadapdap, S.H., M.H.,

menyatakan  bahwa  telah  mempelajari  Rencana  Perdamaian  yang

diberikan oleh Debitor PKPU pada hari ini dan telah berdiskusi dengan

Para Karyawan, menyatakan tidak ada tanggapan terhadap Rencana

Perdamaian dan bisa mempertimbangkan Rencana Perdamaian ini;

17) Kuasa  Hukum  Kreditor  Lain  atas  nama  Jhonatan  P.,  S.H.,

menyatakan bahwa terhadap point ke 7 (tujuh) perihal WANPRESTASI

ada kejanggalan, sehingga meminta agar dihapus oleh Debitor PKPU

karena bertentangan dengan Pasal 291 UUK-PKPU;

18) Selanjutnya Hakim Pengawas menyatakan bahwa tidak wajib

diperingatkan  secara  tertulis  mengenai  kelalaian/wanprestasi  Debitor

PKPU  dalam  menjalankan  Rencana  Perdamaian  ini,  namun

konsekuensi  terhadap  kelalaian  adalah  pembatalan  Homologasi  dan

Hakim Pengawas berharap itu tidak terjadi;

19) Bahwa selanjutnya Para Karyawan menyampaikan tanggapan

yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tagihan Konkuren, Debitor PKPU menyatakan

di  dalam  Rapat-Rapat  Kreditor  sebelumnya  dan  pada  Sidang

Permusyawaratan  Majelis  akan  mengakui  dan  membayarkan

tagihan  Konkuren  dan  mengakuinya  namun  hingga  Rencana

Perdamaian yang terakhir diberikan ditemukan fakta Debitor PKPU

tidak mengakui, dan bertanya kenapa bisa terjadi;
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2. Bahwa  Para  Kreditor/Para  Karyawan  dari  Kreditor  Pemohon

menyatakan  sangat  dirugikan  dalam  Rencana  Perdamaian,  dan

akan mencari  jalan lain dalam penyelesaian hak-hak kami.  Serta

terhadap  perubahan   Rencana  Perdamaian  yang  mendadak,

memohon  kepada  Hakim  Pengawas  untuk  diperpanjang  dengan

tujuan membahas Rencana Perdamaian ini;

20) Setelah  Para  Kreditor/Karyawan  memberikan  tanggapan,

Hakim  Pengawas  menyatakan  bahwa  banyak  hal  yang  bisa  terjadi,

tidak bermaksud membela Kuasa Hukum Debitor bahwa Kuasa Hukum

Debitor bertindak sebagai penerus tindakan dari Principal dalam hal ini

Debitor PKPU. Hakim Pengawas juga menyampaikan bahwa sepanjang

Debitor  PKPU  tidak  dinyatakan  dalam  keadaan  pailit,  masih  bisa

dilakukan  upaya  hukum  lainnya  untuk  memperjuangkan  hak-hak

karyawan yang tidak diakui;

21) Selanjutnya  Kuasa  Hukum  Pemohon  menyampaikan  bahwa

terhadap  Point  6  perihal:  ”MENGIKAT  TERHADAP  SELURUH

KREDITOR,  BAIK  ITU  KREDITOR  YANG  TAGIHANNYA  DITOLAK

ATAU  TIDAK  MASUK  DALAM  DAFTAR  PIUTANG  TETAP  DAN

KREDITOR YANG TIDAK MENDAFTAR”,  sangat keberatan, tidak ada

ketentuan  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  hal  ini,  bahkan

Hakim  Pengawas  sebelumnya  menyatakan  masih  ada  upaya  lain

terhadap  Kreditor  untuk  memperjuangkan  hak-hak  lainnya.

Berdasarkan  hal  itu  juga  Kuasa  Hukum  Kreditor  memohon

perpanjangan  untuk  membahas  hal-hal  detil  yang  tertuang  di  dalam

Rencana Perdamaian ini;

22) Terhadap  tanggapan  Kreditor  Pemohon,  Hakim  Pengawas

memberikan kesempatan kepada Debitor untuk menanggapinya;

23) Kuasa Hukum Debitor PKPU atas nama Eriksoni Purba, S.H.,

menyatakan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Rencana Perdamaian ini bersifat final, dan pembayaran

tagihan Para Kreditor ini berasal dari investor, Debitor PKPU tidak

meminta perpanjangan waktu lagi agar hasil perdamaian ini dapat

disampaikan  kepada  investor  dan  menimbulkan  kesepakatan

dengan Debitor PKPU;

2.Bahwa selain hal tersebut Debitor tidak memohon perpanjangan

waktu  dikarenakan  pertimbangan  biaya  kepengurusan  sehingga
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apabila  terlalu  lama  proses  PKPU  ini  berlangsung  akan

memberatkan Debitor PKPU;

3.Ketentuan  dalam  point  6  berdasarkan  azas  publisitas  dan  hal

tersebut  merupakan konsekuensi  Kreditor  berdasarkan  pasal  286

UUK-PKPU;

4.Dan  bagi  Para  Kreditor  yang  keberatan  terhadap  Rencana

Perdamaian ini dipersilahkan agar melakukan upaya hukum lain;

24) Bahwa setelah pernyataan dari Kuasa Hukum Debitor, Kuasa

Hukum  Pemohon  menyatakan  sangat  keberatan  dengan  redaksi

“MENGIKAT” tersebut;

25) Selanjutnya  Hakim  Pengawas  menanggapi  bahwa  apabila

Rencana  Perdamaian  bertentangan  dengan  Undang-Undang  maka

akan dikesampingkan sehingga upaya hukum lain terhadap Rencana

Perdamaian  dapat  dilakukan.  Terhadap  permohonan  perpanjangan

waktu  merupakan  permintaan  Debitor  dan  diputuskan  oleh  Kreditor,

namun  jika  tidak  dimohonkan  perpanjangan  waktu  oleh  Debitor

diwajibkan  bagi  Kreditor  bertindak/bersikap  terhadap  Rencana

Perdamaian ini;

26) Selanjutnya  Tim  Pengurus  menyampaikan  bahwa  terhadap

permohonan  perpanjangan  waktu,  Hakim  Pemutus  juga  punya

wewenang  dalam  perpanjangan  berdasarkan  Rekomendasi  Hakim

Pengawas dan Tim Pengurus;

27) Selanjutnya tidak ada hal  lain  lagi  yang disampaikan,  Hakim

Pengawas  memerintahkan  Tim  Pengurus  untuk  melakukan

pemungutan  suara/voting  terhadap  Rencana  Perdamaian

(Homologasi);

28) Setelah  dilakukan  Pemungutan  Suara  terhadap  Rencana

Perdamaian, Hakim Pengawas membacakan hasil pemungutan suara

dengan rincian sebagai berikut :

Total Suara Setuju   : 766 suara (total tagihan Rp 7.816.055.352,00

Total Suara Tidak Setuju : 19 suara (total tagihan Rp 191.494.173,00)

Total Suara Abstain    : -

Total  Seluruh  Suara  Kreditor  :  785  suara  (total  tagihan  Rp

8.007.549.525,00)

Sehingga  memenuhi  ketentuan  Pasal  281  ayat  1  Undang-Undang

Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang yang berbunyi :

Halaman 25 dari 62 Putusan PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“Pasal 281

(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan: 

a. Persetujuan  lebih  dari  1/2  (satu  perdua)  jumlah  kreditor

konkuren  yang  haknya  diakui  atau  sementara  diakui  yang  hadir

pada  rapat  Kreditor  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  268

termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang

bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari

seluruh  tagihan  yang  diakui  atau  sementara  diakui  dari  kreditor

konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan 

b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang

piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,

hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan

mewakili  paling  sedikit  2/3  (dua  per  tiga)  bagian  dari  seluruh

tagihan  dari  Kreditor  tersebut  atau  kuasanya  yang  hadir  dalam

rapat tersebut.”

29) Selanjutnya  Hakim  Pengawas  menyampaikan  bagi  Para

Kreditor  untuk  menghargai  hasil  pemungutan  suara  tersebut  karena

dilakukan  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  dan  Hakim

Pengawas  akan  menyampaikan  laporannya  kepada  Hakim  Pemutus

dalam  Sidang  Permusyawaratan  Majelis  yang  dilaksanakan  pada

tanggal  02  Oktober  2023  bertempat  di  Pengadilan  Niaga  pada

Pengadilan  Negeri  Medan  pukul  10.00  WIB  dan  mengundang  bagi

seluruh peserta rapat agar menghadiri sidang tersebut;

Bahwa  berdasarkan  fakta  yang  telah  disampaikan  di  atas,  Tim

Pengurus  menyampaikan  bahwa  terhadap  Rencana  Perdamaian

tersebut diterima oleh Kreditor (kuorum) dan telah memenuhi ketentuan

berdasarkan  Pasal  281  ayat  (1)  UU  No.  37  tahun  2004  Tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU),

sehingga  wajib  untuk  dilakukan  pengesahan  perdamaian  Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

2. Bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Rapat  Pembahasan  dan

Pemungutan  Suara  Terhadap  Rencana  Perdamaian  Yayasan  Tumpal

Dorianus Pardede (Dalam PKPU Tetap) tersebut di atas, maka dengan ini

Hakim Pengawas menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi:
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Bahwa karena telah memenuhi Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 281

(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan: 

a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang

haknya  diakui  atau  sementara  diakui  yang  hadir  pada  rapat  Kreditor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit

2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara

diakui  dari  kreditor  konkuren  atau  kuasanya  yang  hadir  dalam  rapat

tersebut; dan 

b. Persetujuan  lebih  dari  1/2  (satu  perdua)  jumlah  Kreditor  yang

piutangnya  dijamin  dengan  gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,

hipotek,  atau  hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya  yang  hadir  dan

mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari

Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

Dengan  demikian  maka  saya  selaku  Hakim  Pengawas  merekomendasikan

Yayasan  Tumpal  Dorianus  Pardede  semula  Yayasan  T.D.  Pardede  atau

juga dikenal Yayasan T.D. Pardede Group qq. Rumah Sakit Umum Herna

dilakukan  pengesahan  perdamaian  pada  sidang  permusyawaratan

Majelis yang akan dilaksanakan pada Senin, tanggal  2 Oktober 2023 di

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Dengan pertimbangan

bahwa  antara  Debitor  PKPU  dengan  Para  Kreditor  menemukan

kesepakatan  perdamaian  dalam  pembayaran  tagihan  terhadap  Para

Kreditor.

Menimbang,  bahwa  Debitor  dan  Kreditor  telah  membuat  perjanjian

perdamaian tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

YAYASAN TUMPAL DORIANUS PARDEDE

(DALAM PKPU)

PERKARA NO: 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Pada  hari  ini,  senin  tanggal  09  Oktober  2023,  di  Pengadilan  Niaga  pada

Pengadilan Negeri Medan, dibuat dan di tanda tangani Perjanjian Perdamaian

oleh dan antara Debitor dengan Para Kreditor (sebagaimana diuraikan dibawah
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ini)  sebagai  suatu  bukti  dan tanda persetujuan antara  Debitor  dengan Para

Kreditor  atas  Rencana  Perdamaian  (“Selanjutnya  disebut  Perjanjian

Perdamaian”), yaitu: 

YAYASAN TUMPAL DORIANUS PARDEDE 

Semula YAYASAN T.D PARDEDE atau dikenal juga YAYASAN T.D PARDEDE

GROUP, qq. RUMAH SAKIT UMUM HERNA, berkedudukan di jalan Bantam

No. 21, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Diana Siagian

selaku  PLH.  Ketua  Yayasan  Tumpal  Dorianus  Pardede,  dalam  hal  ini

memberikan kuasa kepada Kantor Hana Kaban, S.H. & Partners berdasarkan

surat kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023;

Selanjutnya  Yayasan  TD  Pardede  disebut  sebagai  “Debitor”  atau  “Yayasan”

atau PIHAK PERTAMA sebagaimana mungkin relevan.

TERHADAP 

Para Kreditor,  yang merupakan kreditor-kreditor yang terdaftar dalam “Daftar

Piutang  Tetap”  berdasarkan  Penetapan Hakim  Pengawas  Tertanggal  10

Agustus 2023 No: 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn. Selanjutnya mereka

secara  sendiri-sendiri  disebut  “kreditor”  dan  secara  Bersama-sama  disebut

sebagai “Para Kreditor” atau “PIHAK KEDUA”  

Debitor dan Para Kreditor bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”

Bahwa PARA PIHAK menyatakan  telah  mencapai  suatu  perdamaian  sesuai

dengan  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah disetujui

secara  aklamasi  dalam  voting  Proposal  Perdamaian  tanggal  29  September

2023  yang  dituangkan  dalam Perjanjian  Perdamaian  dengan  isi  dan  syarat

sebagai berikut: 

1. PENDAHULUAN  

1.1. Bahwa pada rencana perdamaian ini, kami Yayasan Tumpal

Dorianus  Pardede  (dalam PKPU)  sebuah  Badan  Hukum bergerak

dibidang sosial yaitu rumah sakit dan untuk itu kami meminta maaf

sebesar-besarnya  kepada seluruh Kreditor atas adanya hal yang

telah terjadi. Tentunya  adanya hal seperti ini adalah hal yang

sebenarnya sama sekali tidak kami inginkan;

1.2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami

dengan itikad  baik  berencana  untuk  menyelesaikan  permasalahan

yang  telah  terjadi  dengan  menyelesaikan  kewajiban-kewajiban

pembayaran utang yang kami miliki; dan;
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1.3. Sebagaimana penjelasan kami di atas sebelumnya, dengan

ini kami  hendak  menjelaskan  lebih  lanjut  rencana  penyelesaian

kewajiban pembayaran utang dengan cara sebagaimana yang akan

kami  sampaikan  dan  jelaskan  pada  bagian  Skema  Penyelesaian.

Adanya  penyampaian  maksud  kami  ini  semoga  dapat  ditangkap

sebagai  itikad baik  guna mewujudkan kesepakatan yang harmonis

dalam pengajuan rencana perdamaian ini (Homologasi); 

2. BERSIFAT TERBATAS & PELEPASAN  

2.1. Isi dari Perjanjian Perdamaian ini adalah bersifat terbatas

(tidak untuk  diungkapkan  kepada  publik),  hanya  dapat  dilihat,

diperoleh  dan  dipegang  oleh  Yayasan  TD Pardede  (dalam PKPU)

(“Yayasan”) dan para wakilnya serta kuasa hukumnya yang sah, para

Kreditor,  Tim  Pengurus,  Hakim  Pengawas  dan  Majelis  Hakim

Pemutus,  serta  Panitera  Pengganti  dalam Perkara  No.20/Pdt.Sus-

PKPU/2023/  PN.Niaga.Mdn. Perjanjian Perdamaian ini  dan seluruh

informasi  yang terdapat di  dalamnya tidak dapat dibagikan kepada

pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

Debitor;

2.2. Perjanjian Perdamaian ini telah dipersiapkan untuk membantu

tercapainya restrukturisasi secara konsensual dengan para Kreditor dari

Yayasan. Perjanjian Perdamaian ini akan digunakan untuk pemungutan

suara  (voting)  pada  Rapat  Voting  dalam  Perkara  No.20/Pdt.Sus-

PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn;

2.3. Dalam membuat keputusan, para Kreditor harus mengandalkan

pertimbangan  dan  Analisa  mereka  sendiri  terhadap  Perjanjian

Perdamaian,  syarat-syarat  dan  ketentuan-ketentuan,  serta  seluruh

informasi yang terdapat di dalam Perjanjian Perdamaian, dan termasuk

seluruh manfaat dan risiko yang terkandung di dalamnya;

2.4. Perjanjian  Perdamaian ini  akan  mengikat  seluruh kreditor,

baik kreditor yang setuju maupun kreditor yang tidak setuju, termasuk

seluruh kreditor yang telah ada selama dalam masa PKPU walaupun

tidak mengikuti atau tidak menjadi bagian dari Proses PKPU antara

lain  akibat;  tidak  mendaftarkan  tagihan,  terlambat  mendaftarkan

tagihan, tidak mengetahuai putusan PKPU, kecuali terhadap kreditor

separatis yang dalam pemungutan suara  (secured creditors voting)

tidak  menyetujui  perdamaian,  yang  dikutip  sebagai  berikut  :
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Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor,  kecuali

kreditor  yang  tidak  menyetujui  rencana  perdamaian  sebagaimana

dimaksud  dalam pasal  281  ayat  (2)  UUK-PKPU.  setelah  disetujui

dalam pemungutan suara (voting) dalam rapat kreditor dan disahkan

(homologasi)  melalui  putusan  oleh  Majelis  Hakim  dalam  Perkara

No.20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn. di Pengadilan Niaga pada

Pengadilan  Negeri  Medan  (“Putusan  Homologasi”)  sesuai  dengan

ketentuan dalam Pasal 286 UU 37/2004 apabila Pengadilan Niaga

mengesahkan  (meng  homologasi  dan  akan  berlaku  efektif sejak

Putusan  Homologasi  memperoleh  Kekuatan  hukum  tetap  sesuai

ketentuan dalam Pasal 287 UU 37/2004; (Tanggal Berlaku)

3. KREDITOR  

3.1. Daftar Tagihan/Piutang 

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Tertanggal 10 Agustus 2023

No: 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn. 

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Tertanggal 10 Agustus 2023

No: 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn. 

I. TAGIHAN KREDITOR PREFEREN 

No. NAMA KREDITOR
KUASA HUKUM

KREDITOR

NILAI TAGIHAN
BERDASARKAN

PENETAPAN
HAKIM PENGAWAS

DISCOUNT SESUAI
RENCANA

PERDAMAIAN

1 ELIS WIDJAYA
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          20.356.225  Rp              8.142.490 

2 ESNARIA MARBUN
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          43.207.118  Rp            17.282.847 

3 RENTAULI HUTAPEA
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          61.444.973  Rp            24.577.989 

4 ANITA LUMBANRAJA
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          75.209.981  Rp            30.083.992 

5 ANNA NAIBAHO
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          76.445.675  Rp            30.578.270 

6 ARIYANI GINTING
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          80.923.133  Rp            32.369.253 
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7
ARMETAWATI 
NAINGGOLAN

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          72.375.952  Rp            28.950.381 

8 ARTA L NAIBAHO
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          67.361.737  Rp            26.944.695 

9
BERLIANA F 
MARPAUNG

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          72.676.299  Rp            29.070.520 

10
BUE RETNATRI 
PANJAITAN

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          74.949.140  Rp            29.979.656 

11
BUNGA TIUR 
SITUMORANG

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          56.535.245  Rp            22.614.098 

12 CUT ULFIZA AINA
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          65.448.229  Rp            26.179.292 

13
DAME 
SIMANUNGKALIT, 
Bsc

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          51.218.240  Rp            20.487.296 

14 DAMERIA SIAHAAN
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          66.087.204  Rp            26.434.882 

15
DEWI NURMALA 
SIAHAAN

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          85.139.936  Rp            34.055.974 

16
DIAN JUNIARTI 
MANURUNG

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          73.983.885  Rp            29.593.554 

17
DIAN KARTIKA 
DAULAY

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          74.069.745  Rp            29.627.898 

18 DODI RIKI MANALU
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          71.044.869  Rp            28.417.948 

19
DONNA ARENTA 
PUTRISARI PURBA

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          52.880.962  Rp            21.152.385 

20 EFERITA BR GINTING
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          73.765.318  Rp            29.506.127 

21
ELFINA 
SIGALINGGING

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          62.745.126  Rp            25.098.050 

22
ELPRIDA 
SIALLAGAN, Amk

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          73.088.079  Rp            29.235.232 

23 ELLVIONITA
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          71.658.618  Rp            28.663.447 
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24 ELSI MANIK
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          61.791.547  Rp            24.716.619 

25
ENNAWATI RUSMINA
PARDEDE

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          71.430.147  Rp            28.572.059 

26
ERI JONAL PRATAMA
TAMPUBOLON

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          75.701.045  Rp            30.280.418 

27
ERNI YUSNITA 
SIMATUPANG

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          67.333.013  Rp            26.933.205 

28
ESTER ULINA BR 
KARO, Amk

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          67.692.976  Rp            27.077.190 

29 FITRI ANDRIANI, SE
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          72.631.838  Rp            29.052.735 

30 FITRI MANURUNG
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          73.430.537  Rp            29.372.215 

31
FLORA MARNIKE BR 
SIRAIT

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          50.366.758  Rp            20.146.703 

32 FRISKA MARLINA
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          58.224.048  Rp            23.289.619 

33
HENDRAWATY 
MANURUNG

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          69.448.902  Rp            27.779.561 

34
HENNI NOVITA 
SINAMBELA, Amd

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          69.489.289  Rp            27.795.716 

35
HERTA TUMIAR 
SINAGA

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          67.361.737  Rp            26.944.695 

36
HOTMA HERVITA 
MISTIYANI 
SITOHANG SPD

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          56.767.719  Rp            22.707.088 

37 HOTMA MARPAUNG
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          46.513.394  Rp            18.605.358 

38 HOTMA PASARIBU
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          63.887.461  Rp            25.554.984 

39
IDA UDUR ROTUA 
SINAGA

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          74.291.382  Rp            29.716.553 

40
INNEKE 
KUSUMAWATI 
LUMBAN GAOL

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          67.217.430  Rp            26.886.972 
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41 IRMA EKA SARI
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          78.178.199  Rp            31.271.280 

42
ITA CHRISTINA 
GINTING

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          73.654.160  Rp            29.461.664 

43
ITAMAYARNI 
SIPAYUNG

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          74.673.795  Rp            29.869.518 

44  JOHANES GINTING
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          70.342.153  Rp            28.136.861 

45 JOJOR PARDEDE
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          69.472.178  Rp            27.788.871 

46
JULIA BERITANA 
GURUSINGA

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          81.380.542  Rp            32.552.217 

47
JULIANA MAGRANI 
SITEPU

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          78.720.408  Rp            31.488.163 

48 JULISTINA HARAHAP
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          73.714.263  Rp            29.485.705 

49
JUNI AGATHA 
MANULLANG

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          74.468.082  Rp            29.787.233 

50 JUNIAR M SIANIPAR
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          65.365.166  Rp            26.146.066 

51 KASTUTI PURBA
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          84.263.555  Rp            33.705.422 

52 KRISMAN PAKPAHAN
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          78.613.098  Rp            31.445.239 

53
LASMATIO 
SITUMORANG

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          69.529.365  Rp            27.811.746 

54
LASMIAN 
SIHOMBING

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          80.564.627  Rp            32.225.851 

55
LENTINA BR 
NAINGGOLAN

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          62.853.030  Rp            25.141.212 

56
LESMAWAR M.I.H. 
LUMBANRAJA

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          72.324.262  Rp            28.929.705 

57 LILIS SIANIPAR
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          71.027.077  Rp            28.410.831 
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58
LINDA SYARIFAH 
SIBAGARIANG

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          63.665.742  Rp            25.466.297 

59
LISBET 
RAJAGUKGUK

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          68.049.695  Rp            27.219.878 

60 MARIATI TOBING
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          62.337.479  Rp            24.934.992 

61
MASTON 
NAINGGOLAN

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          38.512.614  Rp            15.405.046 

62
MEI LINDA 
NAINGGOLAN

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          70.907.261  Rp            28.362.904 

63
MELVA G 
MANJORANG

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          60.464.874  Rp            24.185.950 

64
MERY CHRISMAS BR
SIREGAR

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          76.699.554  Rp            30.679.822 

65 MIDA SIREGAR
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          59.059.575  Rp            23.623.830 

66 MUHSIN A. PADANG
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          75.956.970  Rp            30.382.788 

67 MULIONO
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          75.956.970  Rp            30.382.788 

68
NAISAH ASI SABAR 
SIAHAAN

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          72.483.305  Rp            28.993.322 

69
NORAWINDA 
SIAHAAN

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          72.483.305  Rp            28.993.322 

70
NORITA R 
SIMANGUNSONG

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          68.810.940  Rp            27.524.376 

71 NOVIDA GINTING, ST
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          74.942.640  Rp            29.977.056 

72 NOVITA K DUHA, Amk
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          69.063.363  Rp            27.625.345 

73 NOVITA SARI
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          73.356.082  Rp            29.342.433 

74 NUR SITEPU
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          60.791.497  Rp            24.316.599 
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75
NURHETTI M LBN. 
TORUAN

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          68.766.743  Rp            27.506.697 

76 NURMALA
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          70.599.608  Rp            28.239.843 

77
NURMAWANI 
HUTABARAT

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          62.012.467  Rp            24.804.987 

78
PERTINA BR 
MANALU

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          72.667.555  Rp            29.067.022 

79 PURNAMA SINTONG
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          75.932.301  Rp            30.372.920 

80
RAMSES TUA 
TUMANGGOR

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          73.940.112  Rp            29.576.045 

81
RATNA DENNY 
SAMOSIR

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          76.266.595  Rp            30.506.638 

82
RENTA JULIANA 
SIANTURI

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          71.792.877  Rp            28.717.151 

83
REVINA BR 
MANURUNG

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          70.712.367  Rp            28.284.947 

84
RIALINTAN 
SITUMORANG

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          75.577.099  Rp            30.230.840 

85 RIDHO HUTAURUK
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          78.687.950  Rp            31.475.180 

86
RIKA AFRIANI 
HARAHAP

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          80.233.984  Rp            32.093.594 

87 RINAULI SARAGIH
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          52.129.826  Rp            20.851.930 

88
RINAWATY BR 
SINAGA

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          68.907.270  Rp            27.562.908 

89
RIO HENDRA 
SIAHAAN

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          73.341.351  Rp            29.336.540 

90
RISMA AGUSTINA 
SIREGAR

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          72.631.482  Rp            29.052.593 

91
ROMY C 
HUTAGALUNG

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          71.840.918  Rp            28.736.367 
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92
ROSFRISDA 
SAGALA, Amk

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          75.774.053  Rp            30.309.621 

93
ROSMAWATI 
SIANIPAR

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          76.313.616  Rp            30.525.446 

94
ROSTALINA 
PERANGIN-ANGIN

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          57.450.756  Rp            22.980.302 

95 SANTI NURCAHYANI
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          71.395.787  Rp            28.558.315 

96 SARIAMI SIBORO
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          68.878.758  Rp            27.551.503 

97
SHUTRIN LESTARI 
PANJAITAN

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          71.129.733  Rp            28.451.893 

98
SIMON MIDUK 
SIAHAAN

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          74.851.665  Rp            29.940.666 

99
SRI D SIMAMORA, 
Amf

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          73.514.136  Rp            29.405.654 

100 SRI LESTARI
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          71.937.734  Rp            28.775.094 

101 SRI ULINA
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          70.748.341  Rp            28.299.336 

102 SUARDI SIAGIAN
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          58.892.306  Rp            23.556.922 

103 SUSANTO
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          72.385.445  Rp            28.954.178 

104
SUWANTI SASTI 
SIDEBANG

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          69.644.661  Rp            27.857.864 

105
TAN BIE LIN 
MAGDALENA

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          57.760.816  Rp            23.104.326 

106
THERESIA 
VERONICA LUMBAN 
TORUAN

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          79.203.399  Rp            31.681.360 

107
TIARASI 
NAINGGOLAN, Amk

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          59.840.360  Rp            23.936.144 

108
TINA MAGDALENA 
TAMPUBOLON

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          77.771.264  Rp            31.108.506 
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109
TIORISMA 
SIMAMORA

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          60.693.334  Rp            24.277.334 

110 WASTI MAHULAE
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          72.658.702  Rp            29.063.481 

111
YAN SANTE 
DAMANIK

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          71.973.818  Rp            28.789.527 

112 YUSNETTY
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          62.067.932  Rp            24.827.173 

113
CHRISTINA GIOVANI 
SITORUS

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          44.328.252  Rp            17.731.301 

114
DEMAK SERLY 
AGUSTINA BR 
TOGATOROP

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          45.040.178  Rp            18.016.071 

115
ELPISUKAESIH 
SILAEN, A.MD

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          43.023.588  Rp            17.209.435 

116 ENDANG PANJAITAN
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          46.206.060  Rp            18.482.424 

117
FLORANTA BR 
GINTING

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          43.041.276  Rp            17.216.510 

118
INDAH EVIONA BATU
BARA

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          44.268.252  Rp            17.707.301 

119 LINA PARDEDE
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          45.912.168  Rp            18.364.867 

120
NOVA AFRIANITA 
SIDAURUK,

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          45.852.168  Rp            18.340.867 

121
RENI ROULINA 
NAINGGOLAN

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          46.482.060  Rp            18.592.824 

122
RIKA SENDI 
SIREGAR

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          46.206.060  Rp            18.482.424 

123 SAIDA TAMPUBOLON
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          44.307.252  Rp            17.722.901 

124
SARI MAULINA 
PURBA

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          68.772.732  Rp            27.509.093 

125
SUSI YANTI 
LUMBANTORUAN

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          53.041.276  Rp            21.216.510 
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126
TAGON MAULI YANTI
GULTOM

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          42.350.724  Rp            16.940.290 

127 TIUR SILABAN
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          31.785.276  Rp            12.714.110 

128

TUMBUR OJAK 
JONSON 
PARNINGOTAN 
SIRAIT

GORATA PALTIE
S.O. SINAGA, S.H.,

M.H.
 Rp          56.066.424  Rp            22.426.570 

129 HESDI RETNA
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          20.896.302  Rp              8.358.521 

130
REHULINA BR 
BARUS

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          20.896.302  Rp              8.358.521 

131 HALIMATUSA'DIYAH
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          37.719.222  Rp            15.087.689 

132 NURSIAH
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          38.348.160  Rp            15.339.264 

133 NIAR BARUS
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          55.763.814  Rp            22.305.526 

134
NIKO MARULI TUA 
SIAHAAN

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          50.357.934  Rp            20.143.174 

135 IRMA YANTHI
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          35.783.658  Rp            14.313.463 

136
BUTET ROSITA 
HARIANJA

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          50.377.872  Rp            20.151.149 

137
DAME FEBRINA 
SIREGAR

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.763.814  Rp            22.305.526 

138
ROSMAYANA BR 
SITUMORANG

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          38.348.160  Rp            15.339.264 

139 RINGAN GINTING
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          55.763.754  Rp            22.305.502 

140
ESTER HUTASOIT, 
S.E.

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.763.814  Rp            22.305.526 

141
KINANTI AUDHIA A. 
TANE

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          43.249.698  Rp            17.299.879 
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142
BERNADETTE 
SIMBOLON 

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          26.609.976  Rp            10.643.990 

143
ROSMAWATI SIHITE, 
AMK.

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          26.609.976  Rp            10.643.990 

144
EVA JUNIATI 
SIANIPAR

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.763.754  Rp            22.305.502 

145 TYA MAULIDINA
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          50.357.874  Rp            20.143.150 

146
ROSEMINDO 
SIHOMBING

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          38.348.160  Rp            15.339.264 

147 DELIMA JANUARTI
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          55.763.814  Rp            22.305.526 

148
TIORIDA 
SIGALINGGING

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          44.350.302  Rp            17.740.121 

149
ERNAWATY 
GURNING

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.763.754  Rp            22.305.502 

150 LENTINA PURBA
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          38.348.160  Rp            15.339.264 

151 OBERTY SINAGA
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          38.348.160  Rp            15.339.264 

152
TETTY SILALAHI, 
Amd.

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.763.814  Rp            22.305.526 

153
CHRISTIN JULIANA 
SILALAHI

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.763.754  Rp            22.305.502 

154 YEREMIA PARDEDE
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          55.763.814  Rp            22.305.526 

155 DAME PARDEDE
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          38.348.160  Rp            15.339.264 

156
TIO RIRIS 
TAMBUNAN

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.763.814  Rp            22.305.526 

157 NURMANIZAR
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          55.763.814  Rp            22.305.526 

158
DUMARIA BR. 
SIMANJUNTAK

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          38.348.160  Rp            15.339.264 
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159
R. HAPPY CH. 
BUTAR BUTAR

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.763.814  Rp            22.305.526 

160
SAJUTY 
ONOMARLYN 
MANALU, S.P.

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.763.754  Rp            22.305.502 

161
SUYANTI BR 
SIREGAR

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.763.754  Rp            22.305.502 

162
ASMARIATY 
HUTAGALUNG

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.763.814  Rp            22.305.526 

163 JABAL SITOMPUL
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          55.763.814  Rp            22.305.526 

164 GIVEN GURNING
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          55.763.814  Rp            22.305.526 

165 RIYANTO PARDEDE
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp        149.795.574  Rp            59.918.230 

166 EDY PARDEDE
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          20.686.842  Rp              8.274.737 

167
MADISON VICTOR 
SIAHAAN, SH.

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          20.686.842  Rp              8.274.737 

168
TUMBUR H. 
SIMANJUNTAK 

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.763.754  Rp            22.305.502 

169 HENNI SILITONGA
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp        149.795.874  Rp            59.918.350 

170 NURMADA SIAHAAN
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          38.348.160  Rp            15.339.264 

171 JUNITA BR GINTING
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          55.763.754  Rp            22.305.502 

172
MANGARA MARULI 
TUAM BATUBARA

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.763.754  Rp            22.305.502 

173
FLORIDA ROMAULI 
BR SIMANJUNTAK

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.763.814  Rp            22.305.526 

174 LOY NURDIN SITEPU
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp        149.786.574  Rp            59.914.630 

175
HASIHOLAN MARTUA
MULIADI SITORUS

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.763.754  Rp            22.305.502 
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176
LISDA NOVITA BR 
HALOLHO

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.823.754  Rp            22.329.502 

177
ANNY BERTHA 
TIURMA 
SITANGGANG

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          55.763.754  Rp            22.305.502 

178 LISA LESTARI
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          38.348.160  Rp            15.339.264 

179 TUNGGANG LUBIS
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          28.640.394  Rp            11.456.158 

180 TASNIM LUBIS
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          49.803.372  Rp            19.921.349 

181 LAMSA PASARIBU
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          83.218.018  Rp            33.287.207 

182 DINDA MASYITAH
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          68.439.931  Rp            27.375.972 

183
MARIA ULI 
ARITONANG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          61.001.136  Rp            24.400.454 

184 RONAL  PAKPAHAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          71.257.453  Rp            28.502.981 

185 SUPI I
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          55.638.636  Rp            22.255.454 

186 ROTUA SAHPUTRA S
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          69.718.713  Rp            27.887.485 

187 SARIANI SINAGA
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          62.599.908  Rp            25.039.963 

188
LAURENSIUS S.P 
SIBURIAN

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          72.738.768  Rp            29.095.507 

189 LINCE SILABAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          67.048.595  Rp            26.819.438 

190
JANUS 
SIMANJUNTAK

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          57.728.841  Rp            23.091.536 

191 LESTY SIAGIAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          67.532.408  Rp            27.012.963 

192
MARJAN 
SIMANGUNSONG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          66.752.093  Rp            26.700.837 
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193 JOKO RAHMADANA
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          69.307.453  Rp            27.722.981 

194
DORMAULI 
MANURUNG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          66.406.886  Rp            26.562.754 

195 LAMRIANI SINAGA
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          65.096.136  Rp            26.038.454 

196
DUMARIA 
NAPITUPULU

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          67.048.703  Rp            26.819.481 

197 ROY SIAGIAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          68.348.703  Rp            27.339.481 

198 JOMMEL HUTAPEA
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          55.272.296  Rp            22.108.918 

199 RUDI HARIANJA
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          67.698.703  Rp            27.079.481 

200
KRISTINA FEBRIANI 
SILAEN, A.Md.Keb

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          68.439.931  Rp            27.375.972 

201
BONE SARASI 
ULIANNA PURBA, 
AMG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          66.506.181  Rp            26.602.472 

202
HOTLINA 
MANURUNG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          62.095.018  Rp            24.838.007 

203 LINA B. HERAWATY H
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          64.015.842  Rp            25.606.337 

204
SANTO MORRYS 
SILALAHI

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          59.444.841  Rp            23.777.936 

205
FEBRYANTI 
MANURUNG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          66.922.408  Rp            26.768.963 

206 RITA NAPITUPULU
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          55.664.863  Rp            22.265.945 

207 JONTARA SILITONGA
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          59.733.636  Rp            23.893.454 

208
IDA DUMARIN BR 
NAPITUPULU

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          66.831.181  Rp            26.732.472 

209
RINCE DORLAM BR 
SINAGA

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          63.493.658  Rp            25.397.463 
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210 NURIANA BR SILAEN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          63.249.926  Rp            25.299.970 

211

TUMPAL LUMBAN 
TOBING alias 
TUMPAL PAULUS L. 
TOBING

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          70.444.953  Rp            28.177.981 

212
NURHAYATI BR 
PURBA

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          63.607.408  Rp            25.442.963 

213
RATNA SINTA 
SARAGIH

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          36.394.627  Rp            14.557.851 

214 MASTINA ZEBUA
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          65.687.408  Rp            26.274.963 

215
SUSI YANTI 
HUTAGALUNG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          56.912.091  Rp            22.764.836 

216

HELEN BR 
PERANGIN-ANGIN 
alias HELEN 
MALAYANI P

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          66.841.158  Rp            26.736.463 

217 KAMROL SIBURIAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          67.503.703  Rp            27.001.481 

218
NINA SABRINA 
HASIANTI

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          66.922.408  Rp            26.768.963 

219
MANGIRING 
NAINGGOLAN

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          73.065.038  Rp            29.226.015 

220 DUMA PANGGABEAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          57.007.341  Rp            22.802.936 

221
HELENA HUTA 
GALUNG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          66.993.681  Rp            26.797.472 

222
SISKA MARLINA 
SIANIPAR

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          64.241.158  Rp            25.696.463 

223
YETTI WILDAH 
MUNTHE

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          55.691.091  Rp            22.276.436 

224 INDAH MALASARI 
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          69.307.453  Rp            27.722.981 

225
BID. LENNI 
LUMBATORUAN, 
A.Md.Keb

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          68.277.431  Rp            27.310.972 
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226
MINAR SIAGIAN alias 
MINAR HOTMAWATI 
SIAGIAN

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          67.778.703  Rp            27.111.481 

227
MASTIUR 
BUTARBUTAR

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          55.122.341  Rp            22.048.936 

228 TOGA SIAHAAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          68.657.453  Rp            27.462.981 

229 SUWITRI NINGSIH 
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          65.524.908  Rp            26.209.963 

230 TUKIDI
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          67.130.893  Rp            26.852.357 

231

FRISCA NAOMI MEI 
HUTAPEA alias 
FRISKA NAOMI 
HUTAPEA 

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          66.506.181  Rp            26.602.472 

232
DORTIANA BR 
TAMBA

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          68.819.953  Rp            27.527.981 

233
SONYA JENI 
PAKPAHAN

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          68.277.431  Rp            27.310.972 

234
RITAWARNI 
SEMBIRING

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          68.448.931  Rp            27.379.572 

235
MARULI BASA 
NASUTION

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          55.497.518  Rp            22.199.007 

236
MANNEN BIN HARUN
alias MANNEN BIN 
HARUN SITOMPUL

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          65.866.158  Rp            26.346.463 

237
DR. MARULI FREDDY
SIMAMORA

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          72.966.268  Rp            29.186.507 

238
AMELDA DAMANIK 
alias AMELDA DINA 
DAMANIK S.Kep

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          48.212.188  Rp            19.284.875 

239
JONNY ALFRED 
NAIBAHO

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          59.834.841  Rp            23.933.936 

240 TIURLINA PARDEDE
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          68.738.703  Rp            27.495.481 

241
HERLINAWATI 
RAMBE, AMK

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          62.057.386  Rp            24.822.954 
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242
MERTINA BR. 
SIREGAR

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          59.444.841  Rp            23.777.936 

243 ROMULI HARIANJA 
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          64.104.908  Rp            25.641.963 

244 M RIDWAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          45.536.011  Rp            18.214.404 

245
MEGAWATY 
HASIBUAN

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          58.616.091  Rp            23.446.436 

246 INTAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          69.701.359  Rp            27.880.544 

247
BERNITA SABAR 
RODAME SIAGIAN, 
A.Md.Keb,

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          68.268.431  Rp            27.307.372 

248 YATIMIN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          72.560.018  Rp            29.024.007 

249 SAHNAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          57.263.636  Rp            22.905.454 

250
AMINA NAIBAHO 
alias AMINAH 
NAIBAHO

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          46.714.068  Rp            18.685.627 

251
ESTELITA 
LUMBANTOBING

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          64.413.636  Rp            25.765.454 

252 MARUDUT MUNTHE 
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          79.170.098  Rp            31.668.039 

253
DR. DOROTHY 
ELLEN ANGELINA 
MANURUNG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          71.602.990  Rp            28.641.196 

254
ROBINSON 
SILITONGA, SE

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          41.555.406  Rp            16.622.162 

255
DR. ELPIDA BR 
SIRAIT alias DR. 
ELFRIDA SIRAIT

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          71.940.036  Rp            28.776.014 

256
DR. INDAH 
THINENGES PUTRI 
LESTARI SEMBIRING

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          67.498.536  Rp            26.999.414 

257
LINDA ESTER 
PARDEDE

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          69.378.726  Rp            27.751.490 

258
LAMBOK BR 
SIPAYUNG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          47.805.938  Rp            19.122.375 
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259
SUDIRMAN 
PARDEDE

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          67.747.453  Rp            27.098.981 

260
AGUS FERWINJEZ S.
LIMBONG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          67.409.908  Rp            26.963.963 

Total  Tagihan  Preferen  setelah  kesepakatan  adalah  sebesar  Rp

6.520.201.609,00 (enam miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus satu ribu

enam ratus sembilan rupiah)

II. TAGIHAN KREDITOR KONKUREN

No. NAMA KREDITOR
KUASA HUKUM

KREDITOR

NILAI TAGIHAN
BERDASARKAN

PENETAPAN HAKIM
PENGAWAS

DISCOUNT SESUAI
RENCANA

PERDAMAIAN

1 ELIS WIDJAYA
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp          79.483.925  Rp            71.535.533 

2 ESNARIA MARBUN
GORATA PALTIE

S.O. SINAGA, S.H.,
M.H.

 Rp        112.010.248  Rp          100.809.223 

3 HESDI RETNA
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          81.760.405  Rp            73.584.365 

4
REHULINA BR 
BARUS

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          73.783.146  Rp            66.404.831 

5 HALIMATUSA'DIYAH
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

6 NURSIAH
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

7 NIAR BARUS
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

8
NIKO MARULI TUA 
SIAHAAN

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          31.009.934  Rp            27.908.941 

9 IRMA YANTHI
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          19.381.208  Rp            17.443.087 

10
BUTET ROSITA 
HARIANJA

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

11
DAME FEBRINA 
SIREGAR

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 
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12
ROSMAYANA BR 
SITUMORANG

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

13 RINGAN GINTING
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          73.648.953  Rp            66.284.058 

14
ESTER HUTASOIT, 
S.E.

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

15
KINANTI AUDHIA A. 
TANE

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          23.257.450  Rp            20.931.705 

16
BERNADETTE 
SIMBOLON 

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          73.648.953  Rp            66.284.058 

17
ROSMAWATI SIHITE, 
AMK.

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          62.019.868  Rp            55.817.881 

18
EVA JUNIATI 
SIANIPAR

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          50.391.142  Rp            45.352.028 

19 TYA MAULIDINA
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          27.133.692  Rp            24.420.323 

20
ROSEMINDO 
SIHOMBING

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

21 DELIMA JANUARTI
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

22
TIORIDA 
SIGALINGGING

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

23
ERNAWATY 
GURNING

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

24 LENTINA PURBA
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

25 OBERTY SINAGA
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

26
TETTY SILALAHI, 
Amd.

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          50.391.143  Rp            45.352.029 

27
CHRISTIN JULIANA 
SILALAHI

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          50.391.143  Rp            45.352.029 

28 YEREMIA PARDEDE
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          42.638.569  Rp            38.374.712 
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29 DAME PARDEDE
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          73.648.953  Rp            66.284.058 

30
TIO RIRIS 
TAMBUNAN

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

31 PESTA SIAGIAN, S.E.
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          73.648.953  Rp            66.284.058 

32 NURMANIZAR
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

33
DUMARIA BR. 
SIMANJUNTAK

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

34
R. HAPPY CH. 
BUTAR BUTAR

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          58.143.626  Rp            52.329.263 

35
SAJUTY 
ONOMARLYN 
MANALU, S.P.

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          62.019.868  Rp            55.817.881 

36
SUYANTI BR 
SIREGAR

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          62.019.868  Rp            55.817.881 

37
ASMARIATY 
HUTAGALUNG

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

38 JABAL SITOMPUL
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

39 GIVEN GURNING
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

40 RIYANTO PARDEDE
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          42.638.659  Rp            38.374.793 

41 EDY PARDEDE
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          62.019.686  Rp            55.817.717 

42
MADISON VICTOR 
SIAHAAN, SH.

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

43
TUMBUR H. 
SIMANJUNTAK 

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

44 HENNI SILITONGA
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

45
ASIMA ROHANA 
PURBA ST.

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 
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46 NURMADA SIAHAAN
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

47 JUNITA BR GINTING
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          27.133.692  Rp            24.420.323 

48
MANGARA MARULI 
TUAM BATUBARA

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          62.019.868  Rp            55.817.881 

49
FLORIDA ROMAULI 
BR SIMANJUNTAK

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          62.019.868  Rp            55.817.881 

50 LOY NURDIN SITEPU
RD. SABARUDDIN,

S.H.
 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

51
HASIHOLAN 
MARTUA MULIADI 
SITORUS

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          50.391.143  Rp            45.352.029 

52
LISDA NOVITA BR 
HALOLHO

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          46.514.901  Rp            41.863.411 

53
ANNY BERTHA 
TIURMA 
SITANGGANG

RD. SABARUDDIN,
S.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

54 LAMSA PASARIBU
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

55 DINDA MASYITAH
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp            3.876.242  Rp              3.488.618 

56
MARIA ULI 
ARITONANG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

57 ROLAN S PAKPAHAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

58 SUPI I
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

59 ROTUA SAHPUTRA S
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

60 SARIANI SINAGA
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

61
LAURENSIUS S.P 
SIBURIAN

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          62.019.868  Rp            55.817.881 

62 LINCE SILABAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 
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63
JANUS 
SIMANJUNTAK

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          58.143.626  Rp            52.329.263 

64 LESTY SIAGIAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

65
MARJAN 
SIMANGUNSONG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

66 JOKO RAHMADANA
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

67
DORMAULI 
MANURUNG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          50.391.143  Rp            45.352.029 

68 LAMRIANI SINAGA
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          58.143.626  Rp            52.329.263 

69
DUMARIA 
NAPITUPULU

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

70 ROY SIAGIAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

71 JOMMEL HUTAPEA
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          27.133.692  Rp            24.420.323 

72 RUDI HARIANJA
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

73
BID. KRISTINA 
FEBRIANI SILAEN, 
A.Md.Keb

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp            3.876.242  Rp              3.488.618 

74
BONE SARASI 
ULIANNA PURBA, 
AMG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

75
HOTLINA 
MANURUNG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

76
LINA B. HERMAWATY
H

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

77
SANTO MORRYS 
SILALAHI

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          58.143.626  Rp            52.329.263 

78
FEBRYANTI 
MANURUNG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

79 RITA NAPITUPULU
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 
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80 JONTARA SILITONGA
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          58.143.626  Rp            52.329.263 

81
IDA RUMIRIS BR 
NAPITUPULU

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

82
RINCE DORLAN BR 
SINAGA

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

83 NURIANA BR SILAEN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

84
TUMPAL LUMBAN 
TOBING 

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          46.514.717  Rp            41.863.245 

85
NURHAYATI BR 
PURBA

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          38.762.418  Rp            34.886.176 

86
RATNA SINTA 
SARAGIH

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          90.828.156  Rp            81.745.340 

87 MASTINA ZEBUA
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

88
SUSI YANTI 
HUTAGALUNG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

89
HELEN BR 
PERANGIN-ANGIN 

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

90 KAMROL SIBURIAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

91
NINA SABRINA 
HASIANTI

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

92
MANGIRING 
NAINGGOLAN

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

93 DUMA PANGGABEAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

94
HELENA HUTA 
GALUNG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

95
SISKA MARLINA 
SIANIPAR

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

96
YETTI WILDAH 
MUNTHE

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          62.019.868  Rp            55.817.881 
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97 INDAH MALASARI 
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          46.514.717  Rp            41.863.245 

98
BID. LENNI 
LUMBATORUAN, 
A.Md.Keb

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          27.133.692  Rp            24.420.323 

99
MINAR SIAGIAN alias 
MINAR HOTMAWATI 
SIAGIAN

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

100
MASTIUR 
BUTARBUTAR

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

101 TOGA SIAHAAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

102 SUWITRI NINGSIH 
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

103 TUKIDI
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

104
FRISCA NAOMI MEI 
HUTAPEA 

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

105
DORTIANA BR 
TAMBA

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

106
SONYA JENI 
PAKPAHAN

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          31.009.934  Rp            27.908.941 

107
RITAWARNI 
SEMBIRING

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

108
MARULI BASA 
NASUTION

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          62.019.868  Rp            55.817.881 

109
MANNEN BIN HARUN
SITOMPUL

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

110
DR. MARULI FREDDY
SIMAMORA

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp            7.752.484  Rp              6.977.236 

111
AMELDA DINA 
DAMANIK S.Kep

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

112
JONNY ALFRED 
NAIBAHO

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

113 TIURLINA PARDEDE
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          54.267.384  Rp            48.840.646 

Halaman 52 dari 62 Putusan PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

114
HERLINAWATI 
RAMBE, AMK

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

115
MERTINA BR. 
SIREGAR

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          42.638.569  Rp            38.374.712 

116 ROMULI HARIANJA 
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          62.019.868  Rp            55.817.881 

117 M RIDWAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          76.907.739  Rp            69.216.965 

118
MEGAWATY 
HASIBUAN

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          58.143.626  Rp            52.329.263 

119 INTAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

120
BERNITA SABAR 
RODAME SIAGIAN, 
A.Md.Keb.

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          23.257.451  Rp            20.931.706 

121 YATIMIN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          62.019.868  Rp            55.817.881 

122 SAHNAN
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

123
AMINA NAIBAHO 
alias AMINAH 
NAIBAHO

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

124
ESTELITA 
LUMBANTOBING

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          65.896.110  Rp            59.306.499 

125 MARUDUT MUNTHE 
GINDO NADAPDAP,

S.H., M.H.
 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

126
DR. DOROTHY 
ELLEN ANGELINA 
MANURUNG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          31.009.934  Rp            27.908.941 

127
ROBINSON 
SILITONGA, SE

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

128
DR. ELPIDA BR 
SIRAIT alias DR. 
ELFRIDA SIRAIT

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          31.009.934  Rp            27.908.941 

129
DR. INDAH 
THINENGES PUTRI 
LESTARI SEMBIRING

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          38.762.418  Rp            34.886.176 

130
LINDA ESTER 
PARDEDE

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          42.638.569  Rp            38.374.712 
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131
LAMBOK BR 
SIPAYUNG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          73.648.593  Rp            66.283.734 

132
SUDIRMAN 
PARDEDE

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          62.019.868  Rp            55.817.881 

133
AGUS FERWINJEZ S.
LIMBONG

GINDO NADAPDAP,
S.H., M.H.

 Rp          50.391.143  Rp            45.352.029 

Total  Tagihan  Preferen  setelah  kesepakatan  adalah  sebesar  Rp

7.206.794.573,00 (tujuh miliar dua ratus enam juta tujuh ratus sembilan

puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah)

4. SKEMA PENYELESAIAN  

Bahwa  adapun  Skema  Penyelesaian  kewajiban  kami  kepada  seluruh

Kreditor adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa alasan kami mengajukan Skema Pembayaran ini

didasarkan atas pertimbangan kemampuan keuangan  Yayasan TD

Pardede saat  ini,dimana  Rumah  Sakit  Herna  sudah  tutup  dan

mengalami  kerugian  secara  terus-menerus  sejak  Covid-19(Force

Majeur), tetapi dikarenakan kami ingin mempertahankan nama baik

Keluarga  Besar  TD  Pardede,  kami  selaku  AhliWaris  Yayasan  TD

Pardede tetap berusaha dan berupaya agar  semua Tagihan dapat

diselesaikan dengan Baik;

4.2. Kewajiban-kewajiban  pajak  yang  timbul  dan/atau  potensi

pajak  terutang  yang  ditagih  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  yang

berwenang  (apabila  ada),  maka  skema  penyelesaian  akan

dibayarkan  sesuai  tata  cara  dan  peraturan  perundang-undangan

yang berlaku di bidang perpajakan;

4.3. Terhadap  kreditor  finansial  yang  terdiri  dari  kreditor

perbankan  dan/atau kreditor separatis (apabila ada), maka syarat-

syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian pinjaman

dan/atau  perjanjian  kredit  serta  perubahan-perubahannya  tetap

berlaku dan mengikat;

4.4. Selain  dari  pada  itu, kami  pun  berharap  agar  rencana

pembayaran dalam Skema Penyelesaian ini dapat diterima dengan

lapang  dada, agar kami mendapat  kesempatan  untuk  Membuka

kembali  usaha  Rumah  Sakit  Herna  dan  menjadi  manfaat  bagi
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masyarakat  luas  khususnya  kota  Medan. Dengan  demikian  kami

memproyeksikan  sejalan penawaran  yang  kami  ajukan  ini,  dari

internal  maupun eksternal  sudah dapat membuahkan hasil agar

dapat terus lebih baik dalam  membiayai kebutuhan pembayaran

kewajiban kepada Kreditor;

4.5. Pembayaran dan/atau pelunasan dapat  dipercepat  kepada

Kreditor, dilakukan dengan mekanisme diskon atau potongan nilai

hutang yang disepakati oleh kedua belah pihak;

4.6. Setelah  pengesahan  Rencana  Perdamaian,  setiap

perubahan  atas  Rencana  Perdamaian  hanya  dapat  diajukan  oleh

Debitor  dan  tunduk  pada  Persetujuan  Kreditor,  dan  Debitor  dan

Kreditor  manapun dapat  menyetujui  ketentuan penyelesaian selain

yang ditetapkan oleh Rencana Perdamaian ini sepanjang disepakati

oleh Debitor dan Kreditor yang bersangkutan;

4.7. Debitor  dan  masing-masing  Kreditor  dapat  menyepakati,

melaksanakan,  dan  menandatangani  dokumentasi  lebih  lanjut

sebagaimana  diperlukan,  termasuk  namun  tidak  terbatas  dalam

menandatangani  perjanjian  bilateral  (side-letter)  yang  bertujuan

sebagai  dokumen  implementasi  dan  pelaksanaan  atas  ketentuan

yang telah dituangkan;

4.8. Terhadap Kreditor Preferen:

a. Penyelesaian  terhadap  Kreditor  Preferen  akan  diselesaikan

dengan 2 (dua) tahap, yaitu Debitor akan melakukan pembayaran

tahap  I  (pertama)  yaitu  sebesar  50%  dari  seluruh  total  tagihan

kreditor  preferen  dan  akan  dibayarkan  paling  lama  tanggal  31

Oktober  2023  setelah  Perjanjian  Perdamaian  di  sah  kan  oleh

Pengadilan  dan  putusan  pengesahan  perdamaian  memperoleh

kekuatan hukum yang tetap sebagaimana maksud dalam Pasal 288

UUK-PKPU;

b. Pembayaran Tahap II (kedua) ataupun pelunasan yaitu sebesar

50% akan dibayarkan paling lama pada tanggal 20 Desember 2023; 

c. Diberikan potongan diskon (haircut) sebesar 60% (Enam puluh)

persen dari seluruh total tagihan/piutang kreditor preferen.

4.9. Terhadap Kreditor Konkuren;

a. Penyelesaian  terhadap  Kreditor  Konkuren  akan  diselesaikan

dengan 2 (dua) tahap, yaitu Debitor akan melakukan pembayaran

tahap  I  (pertama)  yaitu  sebesar  50%  dari  seluruh  total  tagihan
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kreditor  konkuren  dan  akan  dibayarkan  paling  lama  tanggal  31

Oktober  2023  setelah  Perjanjian  Perdamaian  di  sah  kan  oleh

Pengadilan  dan  putusan  pengesahan  perdamaian  memperoleh

kekuatan hukum yang tetap sebagaimana maksud dalam Pasal 288

UUK-PKPU;

b. Pembayaran Tahap II (kedua) ataupun pelunasan yaitu sebesar

50% akan dibayarkan paling lama pada tanggal 20 Desember 2023; 

c. Diberikan  potongan  diskon  (haircut)  sebesar  10%  (sepuluh)

persen dari total tagihan/piutang kreditor konkuren.

Contoh Skema Preferen:

TAGIHAN UTANG       DISKON/HAIRCUT TAGIHAN UTANG 
SETELAH DISKON

Rp.16.300.504.023 60% (DELAPAN PULUH      
PERSEN)

  Rp. 6.520.201.609,00

 Total pembayaran setelah di diskon yaitu sebesar Rp: 6.520.201.609,00

(enam  miliar  lima  ratus  dua  puluh  juta  dua  ratus  satu  ribu  enam  ratus

sembilan  rupiah) dan  dilakukan  pembayaran  dengan  2  (dua)  tahap  yaitu

Tahap I (pertama) sebesar Rp. 3.260.100.804,00 ( tiga miliar dua ratus enam

puluh juta seratus ribu delapan ratus empat rupiah) akan dibayar paling lama

tanggal  31 Oktober 2023 dan Tahap ke II  (kedua) akan dibayarkan lunas

sebesar  Rp.  3.260.100.804,00  (  tiga  miliar  dua  ratus  enam  puluh  juta

seratus ribu delapan ratus empat rupiah)  paling lama tanggal 20 desember

2023;

Contoh Skema Konkuren:

TAGIHAN UTANG       DISKON/HAIRCUT TAGIHAN UTANG 
SETELAH DISKON

Rp. 8.007.549.525 10% (DELAPAN PULUH      
PERSEN)

  Rp. 7.206.794.572,00

 Total pembayaran setelah di diskon yaitu sebesar Rp: 7.206.794.572,00

(tujuh miliar dua ratus enam juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu lima

ratus tujuh puluh dua rupiah)  dan dilakukan pembayaran dengan 2 (dua)

tahap  yaitu  Tahap  I  (pertama)  sebesar  Rp.  3.603.397.286,00  (tiga  miliar

enam ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh dua ratus delapan puluh

enam rupiah) akan dibayar paling lama tanggal 31 Oktober 2023 dan Tahap

ke II  (kedua)  akan dibayarkan lunas sebesar  Rp.  3.603.397.286,00  (tiga
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miliar enam ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh dua ratus delapan

puluh enam rupiah) paling lama tanggal 20 desember 2023;

5. KETENTUAN LAIN  

5.1. Bahwa demi  alasan kepastian  hukum terlaksananya rencana

perdamaian ini dengan baik, maka jika Debitor setelah Homologasi, tidak

memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  tertuang  dalam  Rencana

Perdamaian ini,  maka Kreditor  dapat  segera  mengajukan Pembatalan

Perdamaian  berdasarkan  Pasal  171  UU  37/2004.  Namun  kami  pun

menyadari jika nantinya Rencana Perdamaian ini masih dianggap belum

sempurna, maka dari itu kami memohon kepada seluruh Kreditor agar

kami dapat diberikan waktu kembali untuk memperbaiki dan mengajukan

rencana  perdamaian  yang  lebih  baik  lagi.  Pelaksanaan  Rencana

perdamaian  yang  telah  disahkan  tunduk  dan  dilakukan  berdasarkan

ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU 37/2004;

5.2. Kami  sudah  mendapatkan  Investor  (PT Chevani  Anugrah

Sejahtera) untuk mengelola Rumah Sakit Herna Medan/Yayasan TD

Pardede  yang bertujuan agar kami dapat menyelesaikan seluruh

kewajiban kami kepada para Kreditor, sehingga  Rs. Herna  Menjadi

saluran Berkat bagi banyak orang sesuai dasar Yayasan TD Pardede

didirikan;

6. MENGIKAT    TERHADAP  SELURUH  KREDITOR,  BAIK  ITU  

KREDITOR  YANG  TAGIHANNYA  DI  TOLAK/ATAU  TIDAK  MASUK

DALAM  DAFTAR  PIUTANG  TETAP  DAN  KREDITOR  YANG  TIDAK

MENDAFTAR

Bahwa rencana perdamaian ini  jika  disetujui  oleh  kreditor  maka akan

dibuatkan dalam perjanjian Perdamaian serta berlaku dan mengikat sah

secara  hukum  terhadap  kreditor-kreditor  yaitu:  (1)  kreditor  yang

mengajukan  tagihan  yang  haknya  di  akui  atau  Sebagian  diakui  atau

dengan  nama  kreditor  yang  sama  yang  terdaftar  dalam  perjanjian

perdamaian  ini  akan  dianggap  lunas  setelah  debitor  selesai

melaksanakan  kewajibannya  sesuai  skema  pembayaran  diatas  dan

melepaskan debitor dari tuntutan apapun dikemudian hari ( tidak dapat

menuntut  jenis  tagihan  lain  dikemudian  hari),(2)  Kreditor  yang

mengajukan tagihan namun tagihannya ditolak oleh debitor, (3) kreditor

yang mengajukan tagihan namun tidak masuk dalam Daftar Piutang yang

dasarnya  penetapan  oleh  hakim pemutus  (4)  dan  kreditor  yang  tidak
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mendaftarkan  tagihannya  kepada  Yayasan  Tumpal  Dorianus  Pardede

melalui Tim Pengurus dalam Proses PKPU.

7. WANPRESTASI  

Dalam hal  Yayasan Tumpal Dorianus Pardede (dalam PKPU) lalai/gagal

untuk  memenuhi  ketentuan  dalam  Perjanjian  Perdamaian,  tanpa

mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 291 UUK/PKPU Yayasan Tumpal

Dorianus Pardede wajib terlebih dahulu diperingatkan secara tertulis oleh

kreditor sebanyak 3 (tiga) kali dan diberikan waktu 45 (empat puluh lima)

hari  sejak  diterimanya  surat  peringatan  ke  3  (tiga)  atas  wanprestasi

terhadap  Perjanjian  Perdamaian  guna  memberikan  kesempatan

melakukan pemenuhan kewajiban dimaksud.

8. PENUTUP  

Kami sangat mengharapkan para Kreditor dapat mempertimbangkan dan

mengabulkan  permohonan  keringanan  dan  restrukturisasi  kewajiban-

kewajiban kami untuk kepentingan bersama dan tujuan utama dari

PKPU.  Selanjutnya,  kami  mohon  agar  para  Kreditor  dapat  melakukan

pembahasan dan/atau memberikan tanggapan dan/atau saran beserta

masukan-masukan atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh

Debitor.

Besar harapan kami agar rencana perdamaian ini  dapat  disetujui  oleh

seluruh Kreditor guna penyelesaian secara win-win solution agar Debitor

tidak menjadi  pailit  yang tentu akan berdampak kerugian bagi Debitor,

Kreditor dan masyarakat sekitar. Atas perhatian dan kerja samanya yang

baik dari para Kreditor, kami ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang,  bahwa untuk menyingkat  putusan maka segala sesuatu

yang  termuat  dalam  berita  acara  persidangan,  dianggap  telah  termuat  dan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  pengesahan

Perjanjian Perdamaian tertanggal 9 Oktober 2023 adalah sebagaimana tersebut

di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  dasarnya  dengan  diputusnya  Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap, terkandung makna bahwa Debitor

bermaksud  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian,  yang  dapat  berupa
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penawaran  pembayaran  seluruhnya  atau  sebagian  utang-utangnya  kepada

kreditor-kreditornya, disertai dengan jadwal dan jangka waktu pembayarannya;

Menimbang,  bahwa  dalam  hubungan  ini  Debitor  telah  ternyata

mengajukan rencana perdamaian kepada para Kreditornya, untuk mendapatkan

persetujuan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 September 2023 telah dilakukan

rapat pemungutan suara (voting) diterima atau tidaknya rencana perdamaian

oleh para Kreditor dengan hasil  sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata dalam pemungutan suara (voting) tanggal

29 September 2023 yang dipimpin oleh Hakim Pengawas,  dengan aklamasi

dimana semua Kreditor dapat menyetujui rencana perdamaian yang diajukan

oleh Debitor sehinga dengan demikian rencana perdamaian tersebut menjadi

Perjanjian  Perdamaian  antara  Debitor  dengan  para  Kreditor  dan  harus

mematuhi Perjanjian Perdamaian tersebut;

Menimbang,  bahwa  dengan  melihat  hasil  secara  aklamasi  bahwa

semua Kreditor  menyetujui  proposal  perdamaian yang diajukan oleh Debitor

oleh  karena itu  berdasarkan Pasal  281 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

maka  rencana  perdamaian  dapat  diterima,  dengan  demikian  rencana

perdamaian tersebut menjadi Perjanjian Perdamaian;

Menimbang,  bahwa  rencana  perdamaian  yang  diterima  oleh  para

Kreditor  dan ternyata  telah  ditandatangani  oleh  semua Kreditor  dan  Debitor

serta  saksi-saksi  dan  diketahui  oleh  Hakim  Pengawas  dan  Tim  Pengurus,

adalah Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Oktober 2023, yang isinya terlampir

dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan putusan ini;

Menimbang,  bahwa  dengan  diterimanya  rencana  perdamaian  a  quo

oleh semua Kreditor dan untuk kemudian menjadi Perjanjian Perdamaian, maka

Hakim Pengawas melaporkannya kepada Majelis Hakim untuk dapat disahkan

Perjanjian  Perdamaian  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam Ketentuan  Pasal

285 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan PKPU;

Menimbang, bahwa berpedoman ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU,  oleh  karena

ternyata  para  Kreditor  menerima Perjanjian  Perdamaian  yang  diajukan  oleh

Debitor, maka Pengadilan wajib memberikan pengesahan perdamaian disertai

alasan-alasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3);
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Menimbang,  bahwa  namun  demikian  ketentuan  Pasal  285  ayat  (2)

Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU,

mengatur pula bahwa Pengadilan wajib menolak untuk melakukan pengesahan

perdamaian, apabila :

a. Harta  Debitor,  termasuk  benda  untuk  mana  dilaksanakan  hak  untuk

menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam

perdamaian;

b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;

c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan

satu atau lebih kreditor atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur

dan tanpa menghiraukan apakah debitor  atau  pihak lain  bekerja  sama

untuk mencapai hal ini; dan/atau

d. Imbalan  jasa  dan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  para  ahli  dan  Tim

Pengurus  belum  dibayar  atau  tidak  diberikan  jaminan  untuk

pembayarannya;

Menimbang,  bahwa  adalah  fakta-fakta  hukum  menunjukkan  adanya

alasan-alasan tersebut huruf a,b,c dan d sehingga terdapat alasan hukum bagi

Pengadilan  untuk menolak  pengesahan perdamaian  a quo,  dipertimbangkan

sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang,  bahwa untuk  mengetahui  apakah hal-hal  tersebut  huruf

a,b,c dan d sebagaimana tersebut dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terlebih dahulu harus ada

pihak yang mendalilkannya disertai bukti-bukti yang cukup, untuk selanjutnya

Pengadilan mempertimbangkannya;

Menimbang,  bahwa oleh karena ternyata tidak terdapat  alasan yang

kuat  untuk  menyatakan  menolak  mengesahkan  Perjanjian  Perdamaian

sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Pasal  285  ayat  (2)  huruf  a,b,c  dan  d

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka

dengan berpedoman ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut biaya kepengurusan dan fee

Pengurus  akan  dibayarkan  setelah  putusan  homologasi  diucapkan  sesuai

dengan  penetapan  Majelis  Hakim  pemutus  sehingga  tidak  ada  alasan  bagi

Pengurus  yang  meminta  Debitor  dinyatakan  pailit  dengan  segala  akibat

hukumnya, oleh karenanya Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai

pengesahan perdamaian a quo;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah biaya kepengurusan dan imbalan

jasa (fee)  Pengurus sebagaimana yang direkomendasikan Hakim Pengawas
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yaitu biaya kepengurusan sejumlah Rp.273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh

tiga  juta  rupiah)  dan  imbalan  jasa  (fee)  Pengurus  sejumlah  5  %  x

Rp.24.308.053.548,00 total tagihan Kreditor = Rp.1.215.402.677,00 (satu milyar

dua ratus lima belas juta empat ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh

rupiah), adalah telah sesuai dengan tingkat kerumitan dan lamanya pekerjaan

yang dilakukan oleh Pengurus;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perdamaian

ini  maka  berdasarkan  Pasal  288  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004

tentang  Kepailitan  dan  PKPU  secara  hukum  Penundaan  Kewajiban

Pembayaran Utang menjadi berakhir;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 281 ayat (1), Pasal 284 ayat (1), (2),

Pasal 285 ayat (2), Pasal 286 dan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan PKPU, beserta ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Oktober 2023 yang

telah disepakati oleh Debitor dengan Para Kreditornya;

2. Menghukum  Debitor  dan  Para  Kreditor  untuk  menaati  Perjanjian

Perdamaian yang telah disahkan;

3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor

20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, demi hukum berakhir;

4. Menghukum  Debitor  Yayasan  Tumpal  Dorianus  Pardede  semula

Yayasan T.D pardede, atau dikenal juga Yayasan T. D Pardede Group, qq.

Rumah Sakit Umum Herna (Dalam PKPU) untuk membayar biaya Imbalan

Jasa Pengurus yang besarnya sebagaimana yang ditetapkan;

5. Menghukum  Termohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp.2.559.500,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus

rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Jumat  tanggal  6  Oktober  2023,  oleh  kami,  Dr.  Ulina  Marbun,  S.H.,  M.H.,

sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. dan Zufida Hanum, S.H.,

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri  Medan Kelas IA

Khusus  Nomor  20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn tanggal  15  Mei  2023,

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum  pada hari

Selasa tanggal 10 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
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umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

dan  dibantu  oleh  Eridawati,  S.H.,  M.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  pada

Pengadilan Niaga Medan dengan dihadiri  oleh Kuasa Para Pemohon, Kuasa

Termohon serta Pengurus;

Hakim Anggota,               Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.     Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

        Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H. 

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP ……………. Rp.2.000.000,00

2. Biaya proses …………… Rp.   150.000,00

3. Biaya penggandaan ……Rp.    339.500,00

4. Biaya Panggilan ………. Rp.       10.000,00

5. Meterai …………………. Rp.      50.000,00

6. Redaksi ………………… Rp.      10.000,00 +

Jumlah …………………. Rp.2.559.500,00 

                         (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62


